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SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SKEP/DU/ 6030 /AUG/2025

TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT PT GAPURA ANGKASA

Menimbang

Mengingat

DIREKSI PT GAPURA ANGKASA

Bahwa dalam rangka mengimplem ER-
2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata egiatan
Korporasi Signifikan Badan Usaha Mili ra untuk

mendukung program penerapan TataQ$elola Pefusahaan yang
Baik (Good Corporate Govergance) diN ungan kerja PT

Gapura Angkasa dalam aspgk uatagr tata kelola di lingkup

Direksi.

Bahwa dalam Al pencapaian target-target
¥ Kinerja Unit Direktorat, Unit Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP),

evaluasi pencapaian target

rangka menunjang pelaksanaan Tata Kelola

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,

Three Layer of Defence dan Three Layer Operating Model serta
Integrated Governance Implementation maka perlu diatur suatu
pedoman Tata Kelola Terintegrasi di PT Integrasi Aviasi Solusi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b dan huruf ¢, maka dipandang perlu untuk mengatur
dan menetapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Gapura

Angkasa dalam suatu Peraturan Direksi PT Gapura Angkasa.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



N/ Gapura

AIRPORT SERVICES

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik
Indonesia Nomor Per-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata
Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik

Negara;

c. Peraturan Direksi PT Integrasi
Nomor: IAS.074/PER-DIR.20.03/2024/DU
Tata kelola Terintegrasi PT Integrasi Avi
Juli 2024;

d. Peraturan Direksi PT Integrasi Avia olusi N .
A/PER-DIR.14.01/2024/DU teniang Orgahi i dan Tata Kerja
PT Integrasi Aviasi Solusi.

e. SKEP DU nomor: SKEP/, 08/(J

2025 tentang Tata Kerja(d tur Organisasi Kantor Pusat
PT Gapura Angk

025 tanggal 24 Januari

Memperhatikan : a. Surat IAS gan or IAS.2309/SKU.VRG/2025/DK perihal

bijakan Pendukung GCG, Manajemen Risiko,

KESATU doman Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagaimana tersebut

Avi
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : TATA KELOLA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
@ NTOR PUSAT PT GAPURA ANGKASA

dalam Peraturan Direksi ini dan Lampirannya

KEBRA Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Lingkungan PT Gapura
Angkasa ini merupakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang
disusun oleh Perusahaan selalu disesuaikan dengan kondisi internal
ataupun eksternal yang ada. Pengkajian secara berkesinambungan
selalu dilakukan sebagai upaya mencapai standar kerja terbaik bagi
Perusahaan

KETIGA Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu,

merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak
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KEEMPAT

KELIMA

terpisahkan dari Surat Keputusan ini
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarts
Pada tanggal: 19 A [R025

a.n DIREKSI
DIREKTUR UTA

TROFICIENDY SUROSO

Lampiran : Surat Keputusan Direksi
Nomor : SKEP/DU/——/AUG/2025
Tanggal :19 August 2025
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PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN BERSAMA DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS

PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pedoman Tata Kelola terintegrasi ini merupakan salah satu perangkat bagian penting dari upaya untuk
meningkatkan kualitas Tata Kelola Organisasi dengan mengacu kepada ketentuanagetentuan

Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Gapura Angkasa, dengan ini menyatakan bah ala kan
tugas, fungsi dan wewenang masing-masing senantiasa menerapkan P T Kelola
Terintegrasi yang terkait dengan penerapan Good Corporate Governance.

Jakarta, Agustus 2025
PT GAPURA ANGKASA

&y AU &
) i

L DIREXTUR UTAMY
/1\-'* X

Troficiendy Suroso
Direktur Utama

DEWAN KOMISARIS

Kartika Nur Rakhman
Plt. Komisaris Utama

[8 QcC “Approved']

Pedoman Halaman — i
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NOMOR DOKUMEN :
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JUDUL TATA KELOLA TERINTEGRASI

EDISI NOMOR : 01

REVISI NOMOR : 00
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Jabatan Nama da tangan

Corporate Legal Division
Head

Stakeholder Relations

Disiapkan oleh  pjyision Head

Governance & C lian
Division Head

Corpg@rate Sectetary &
General AffairgdGroup Head

Andrew Oc

/]

¢
Andika Faizal /7
Rezky /

Ade Chandra

\
J
IG. Bagus Parta D %

Diperiksa roup Head
oleh
Risk Management & Iwan Setiawan
Governance Group Head
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bang HUB Bandara Internasional Juanda, Surabaya SUB 04
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BAB | - PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

PT Gapura Angkasa merupakan salah satu Anak Perusahaan PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) dan
PT Garuda Indonesia yang bergerak dalam layanan terlengkap di sektor penerbangan yang meliputi
pelayanan jasa Ground Handling, Cargo & Logistics, dan Hospitality, yang diresmikan pada tanggal
26 Januari 1998. Dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan bisnis tersebut, PT Gapura Angkasa

menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara konsisten merupakan keb

saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Pem

(Stakeholders) lainnya. Untuk itu Perusahaan perlu menyusun Pedoman

yang berkepentingan atas Perusahaan dapat digunakan secara o

hubungan ekonomis yang saling menguntungkan.

Pedoman Governance dan Compliance adalah kerangka kerja g dirancdng untuk memastikan
bahwa organisasi beroperasi secara etis, transparan, d j peraturan yang berlaku.

Dengan penerapan Tata Kelola yang sesuai dengan , diharapkan potensi kerugian

di PT Gapura Angkasa. Gov

organisasi yang saling tg

isnis yang sangat dinamis dan berkembang, Pedoman Tata Kelola
Terintegragi i oleh Perusahaan selalu disesuaikan dengan kondisi internal ataupun
eksternal vy - Pengkajian secara berkesinambungan selalu dilakukan sebagai upaya
erja terbaik bagi Perusahaan.

1.2 R NGKUP

uang Mingkup Pedoman Tata Kelola Terintegrasi meliputi setiap Insan Perusahaan harus
m apkan Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman ini berlaku untuk aktivitas atau transaksi usaha yang
berkaitan dengan kepentingan PT Gapura Angkasa
Ruang Lingkup Pedoman Tata Kelola Terintegrasi meliputi:

1. Pokok-Pokok Tata Kelola Terintegrasi;

2. Struktur Tata Kelola Terintegrasi;
3. Proses Tata Kelola Perusahaan;
4. Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholders; dan
5. Pengukuran Tata Kelola Terintegrasi.
Pedoman Halaman — 1

Edisi 01 Revisi 00 Tanggal Efektif : 15 Agustus 2025



8 TATA KELOLA TERINTEGRASI
Gapura

AIRPORT SERVICES

1.3 TUJUAN

Tujuan penetapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini adalah:

1. Mendorong tercapainya keseimbangan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada
asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kewajaran dan
kesetaraan.

2. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup
berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

3. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, se nberdayakan

fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
4. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian setiap organ Per
Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.
5. Mendorong Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris

terhadap perundang-undangan.

6. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung ja
dan kelestarian lingkungan terutama di sekitz
Meningkatkan kontribusi Perusahaan da onomian nasional.

Meningkatkan iklim yang kondusif b Nbangan investasi nasional.

1.4 RISIKO

Risiko Kepatuhan pggaran terhadap Melakukan audit atas tingkat

peraturan@perundang-undangan kepatuhan  terhadap  pedoman

dan

bijakan internal secara berkala untuk memastikan
tidaksesuaian dengan standar bahwa pedoman diikuti.

ta kelola yang ditetapkan. - Melaksanakan sosialisasi atau
pelatihan kepada Manajemen dan
Karyawan mengenai regulasi dan

kebijakan tata kelola terintegrasi.

isi perasional | Gangguan operasional saat |- Menyusun rencana kontingensi
implementasi pedoman tata untuk antisipasi gangguan
kelola yang tidak efektif. operasional.

- Melakukan uji coba dan evaluasi
terhadap proses yang baru
diterapkan untuk memastikan

efektivitas.

Pedoman Halaman — 2
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Risiko reputasi

Kegagalan dalam menerapkan -
pedoman tata kelola,
pelanggaran, atau

publik.

ketidakpatuhan yang diketahui -

Mengkomunikasikan secara proaktif
kebijakan dan langkah-langkah yang
diambil untuk mengatasi masalah.

Mengembangkan strategi
manajemen Kkrisis untuk menangani

potensi isu reputasi.

dan operasional

Risiko kepatuhan

operasional dan pedoman tata

kelola yang diterapkan.

Ketidaksesuaian antara proses | -

Menyelaraskan proses operasional

se

proses

sinkrogisasi

Risiko operasional

dalam mendukung

implementasi pedoman tata

kelola dan kerentanannya
terhadap ancaman kez

informasi.

Kegagalan sistem teknologi -

glindUngi data dan sistem.
yusun rencana backup dan
pemulihan data untuk memastikan

kelancaran operasional.

1.5 MUTU BAKU

Durasi standar mutu ba 9ag

periode pengukuran ya

1 Risiko

Tab

g ditetapkan Perusahaan.

Kebijakan

dap Regulasi dan
atau
grusahaan ;
mencerminkan

harus
undangan yang berlaku, Tata kelola perusahaan,

regulasi

Angkasa termasuk, Visi, Misi, Nilai-Nilai Organisasi

ana dimaksudkan pada Tabel 1.2 di bawah ini terhitung sejak

sesuai perundang-

dengan

dan harus

PT Gapura

sektor  industri

kebijakan internal

1. Dokumen kebijakan harus menggunakan bahasa
yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami.

2. Struktur dokumen mencakup elemen standar:

5 Kejelasan dan Konsistensi a. Latar Belakang;
Dokumen Kebijakan b. Ruang Lingkup;
c. Tujuan dan Manfaat;
d. Risiko Pedoman;
e. Mutu Baku;
Pedoman Halaman -3
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f. Definisi & Istilah.
3. Kebijakan disusun secara konsisten dengan

standar dokumen lain dalam organisasi

3 | Awareness Building Sosialisasi (min 1x setelah pedoman diterbitkan)

4 | Pengukuran Tata Kelola Minimal sekali tiap 1 tahun

Terintegrasi

5 | Evaluasi dan Monitoring Berkala 1. Pelaksanaan kebijakan Integritas,
Transparansi dan Kepatuhan dieva
berkala (misalnya, tahunan)
kesesuaian dengan kebutu
perubahan regulasi;

2. Laporan hasil monitori an eygluasi

disampaikan ada dew anajemen
sebagai bilitas.
Tabel I. 2 M. a
1.6 DEFINISI DAN ISTILAH
Dalam Pedoman ini, yang dimaksud d
1. Aksi Korporasi adalah seg tinda Perusahaan dalam rangka memenuhi tujuan

Perusahaan.
2. Anak Perusahaan adalah yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen)
sahamnya dimiliki g an Induk atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh
Perusahaan Induk bholding dan Anggota Subholding.
3. Anggota S in perusahaan yang dimiliki bersama-sama oleh Perusahaan Induk
dan Subh@lding atalperusahaan yang dikendalikan oleh Subholding

4. Aset

a et berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Perusahaan untuk digunakan
ional Perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal
haan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

n dalam Tata Kelola Terintegrasi adalah proses penilaian independen terhadap praktik

elola Perusahaan.

uditor Eksternal adalah auditor dari luar Perusahaan yang menyediakan, baik jasa audit
maupun jasa non-audit yang bersifat independen dan profesional.

7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh
atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;

8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana insan Perusahaan memiliki atau patut diduga
memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau

jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
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9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum
atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi

10. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.

11. Divisi adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu tugas
dan fungsi tertentu sesuai dengan grup diatasnya.

12. Division Head adalah jabatan struktural yang merupakan pimpinan tertinggi pad 5i di
lingkungan Kantor Pusat dan bertanggung jawab kepada Group Head.

13. Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, atau keterangan yang dib@at u diterima oleh

perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis di atas kertas sarana lain,

yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
14. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang me dar perilaku insan
Perusahaan.
15. Good Corporate Governance yang selanjutnya di§ingkat 8 G“a@dalah prinsip- prinsip yang
mendasari suatu proses dan mekanisme pengeldl@aan perfisahaan berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika berusaha,

16. Grup adalah bagian dari organisasi y; ag jawab untuk melaksanakan tugas dan

fungsi tertentu terdiri dari beberap
17. Group Head adalah jabatan str
lingkungan Kantor Pusat d ung jawab kepada Direktur.
18. IAS Group adalah Anak P
Solusi.

au Perusahaan terafiliasi dengan PT Integrasi Aviasi

19. Internal Auditor ad d€rja dalam organisasi Perusahaan yang menjalankan fungsi audit
internal.
20. Karyawanf@dalah seSeorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dan diserahi

an serta diberikan penghasilan atau imbalan dalam bentuk lain sesuai

erusahaan.

adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/tugas dibandingkan dengan

erjanya pada masa tertentu guna mewujudkan misi Perusahaan.

ite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan

omisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, dan bekerja secara kolektif dan bersifat
independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung
jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

23. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam
melakukan pengawasan yang memadai, antara lain terkait remunerasi, nominasi, dan
perencanaan suksesi.

24. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam melakukan

pengawasan manajemen risiko yang memadai.

Pedoman Halaman - 5
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25. Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam
melakukan pengawasan tata Kelola terintegrasi.

26. Kontrak Manajemen Tahunan adalah kontrak yang berisikan target-target pencapaian Key
Performance Indicator (KPI) Direksi untuk memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS
dalam satu tahun.

27. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur, dan metodologi terstruktur yang digunakan

untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi

keseluruhan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan serta me istem
Pengendalian Intern dan Tata Kelola Terintegrasi.
28. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;

29. Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUP Digeksi dan Dewan

Komisaris.

30. Perusahaan Sub Induk adalah PT Integrasi Aviasi Solusi.
31. Pedoman Umum Manajemen Risiko adalah ketentu umum memuat pedoman
manajemen risiko, Sistem Pengendalian Intern dan Ta olagheri rasi Perusahaan secara

berkesinambungan.
32. Pemangku Kepentingan untuk selanjutnya diseb® fo/ders adalah pihak-pihak yang
berkepentingan dengan Perusahaan.
33. Pemegang Saham adalah pihak yangpte a Anggaran Dasar Perusahaan selaku
Pemegang Saham Perusahaan.

34. Pendanaan adalah kegiatan yedia ana untuk membiayai kegiatan operasional dan

investasi Perusahaan.
35. Pengadaan Barang/Jasa a n untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan
oleh Perusahaan ydhg pefi nnya berasal dari anggaran Perusahaan, prosesnya dimulai
dari perencanaan Kgbutuhanf8ampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
36. Perusahaa ah F

37. Prinsip-prifisip Tata Kelola Terintegrasi adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan

aan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika

ewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris serta dipimpin oleh

isaMfs Utama atau anggota Dewan Komisaris yang diberi kuasa.

t Direksi adalah rapat yang diadakan oleh Direksi dan dipimpin oleh Direktur Utama atau
anggota Direksi yang diberi kuasa.

40. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perusahaan
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam
batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

41. Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang selanjutnya disingkat RJPP adalah dokumen
perencanaan strategis yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak

dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
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42. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran
dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) ke dalam rencana kerja dan anggaran untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

43. Risiko adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang
berdampak pada tujuan strategis Perusahaan.

44. Sekretariat Dewan Komisaris adalah satuan fungsi di bawah Dewan Komisaris yang bertugas

untuk memberikan dukungan administratif kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan

tugasnya.

45. Sekretaris Perusahaan adalah salah satu fungsi struktural dalam organisasi
bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam pelaks
berfungsi sebagai penghubung antara Pemegang Saham, Dewan Komi
dan pemangku kepentingan.

46. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu mekanisme pengawasan g ditefgpkan oleh Direksi
secara berkesinambungan.

47. Subholding adalah anak Perusahaan Induk yang befiing agaiKoordinator pada Klaster

Bisnis yang berada di lingkungan IAS Group;
48. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan g n yang merupakan komitmen
dengan memberikan manfaat pada
ekonomi, sosial, lingkungan serta huk ofa dengan prinsip yang lebih terintegrasi,

terarah, terukur dampaknya sert t diperf@aggungjawabkan dan merupakan bagian dari

49. Tata Kelola Terintegrasi
akuntabilitas, pertanggun ndependensi, Profesional dan kewajaran secara

50. Tata Kelola Tekndlo asi (Information Technology Governance) adalah suatu proses
terkait den pe atau struktur organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa

pengeloladh Tl berjalan dengan baik serta mendukung strategi dan tujuan Perusahaan.

51. Pedo

e dan Compliance adalah kerangka kerja yang dirancang untuk

ahwa organisasi beroperasi secara etis, transparan, dan sesuai dengan peraturan

52. G

d engawasi organisasi agar dapat mencapai tujuannya dengan transparansi, akuntabilitas,

ce atau tata kelola merujuk pada sistem dan proses yang digunakan untuk mengelola

an integritas. Ini mencakup kebijakan, prosedur, dan struktur yang digunakan untuk
mengarahkan organisasi secara efektif dan efisien
53. Compliance adalah kepatuhan terhadap peraturan, hukum, standar, dan kebijakan internal yang
berlaku. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi secara sah, menghindari
sanksi hukum, dan melindungi reputasi serta integritas perusahaan.
54. Good Corporate Governance (GCG) merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan sistem yang
digunakan untuk mengelola perusahaan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Tujuan utama

GCG adalah untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan etika yang tinggi, berorientasi
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pada keberlanjutan, serta dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada semua
pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat.
Business Continuity Management System atau “BCMS” adalah Proses Manajemen menyeluruh
yang mengidentifikasi potensi ancaman dan dampaknya bagi kelangsungan operasional
Perusahaan, serta penanganannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur untuk memastikan
proses bisnis kritikal Perusahaan dapat dipulihkan dengan segera setelah terjadi

gangguan/bencana (disaster).

55. Corporate Governance: Sistem tata kelola yang mengatur bagaimana perusahaaf”dijals

termasuk peran dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan la@anya.Busifiess

Continuity Strategy & Solution atau “BCS” adalah pendekatan yang dipili h orgaflisasiftintuk
memastikan pemulihan dan kelangsungannya dalam menghadapi a, Krisis atau
gangguan bisnis lainnya. V

Pedoman Halaman — 8
Edisi 01 Revisi 00 Tanggal Efektif : 15 Agustus 2025



TATA KELOLA TERINTEGRASI

Gapura

AIRPORT SERVICES

BAB Il - ORGANISASI, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
2.1 DEWAN KOMISARIS

Dalam Pedoman ini, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

1. Menetapkan dan menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan
Perusahaan.

2. Mengawasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi untuk memastikan bahwa Pedoman

diterapkan dengan benar oleh Direksi dan seluruh jajaran di Perusahaan.

3. Memastikan bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi mematuhi semua perat
undangan dan standar yang berlaku.
Mengevaluasi kinerja Direksi dalam menerapkan Pedoman Tata Kelola
Memastikan bahwa proses tata kelola dilakukan dengan transparansi d
tinggi.

2.2 DIREKSI
Dalam Pedoman ini, wewenang dan tanggung jawab Direksj
1. Memastikan diterapkannya Pedoman Tata Kelola

organisasi.

2. Menyusun strategi dan rencana aksi ya
Terintegrasi.

3. Mengelola risiko yang muncul terk; Aplementasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

an bahwa penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan integritas

tika yang tinggi.

10:
2.3 GRUP YANG MELAKSANAKAN FUNGSI GOVERNANCE

Dalam Pedoman ini, wewenang dan tanggung jawab Grup yang melaksanakan fungsi Governance

meliputi:

1. Memastikan terlaksananya penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan
bahwa Pedoman tersebut diimplementasikan dengan benar.

2. Mengawasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi untuk memastikan kepatuhan dan

efektivitas.
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3. Memastikan bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi mematuhi regulasi dan standar GCG
yang berlaku.
Mengevaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
Memastikan terdapat pengelolaan yang baik perihal komunikasi dan pelaporan implementasi
tata kelola terintegrasi.

6. Meninjau dan memperbaharui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan perubahan
kebutuhan dan regulasi.

2.4 DIVISI YANG MELAKSANAKAN FUNGSI GOVERNANCE

Dalam Pedoman ini, wewenang dan tanggung jawab Divisi yang melaksanakap f pP)rate

Governance meliputi:

1. Menyusun, mengembangkan, dan memperbaharui Pedoman Tata Kel integpasi sesuai
dengan standar GCG dan regulasi yang berlaku.

2. Mengkoordinasikan pembaruan Pedoman berdasarkan perubah reg i, standar, atau

kebutuhan organisasi.
Menyediakan panduan dan dukungan dalam pelaksa
Memastikan bahwa seluruh unit dan Karyawan me
ditetapkan.
Melakukan pemantauan berkala terhadap an dan efektivitas implementasi Pedoman.

Menyusun laporan tentang hasil pen as an monitoring untuk disampaikan kepada Direksi
dan Dewan Komisaris.

7. Mengorganisir pelatihan dan w

hop u Karyawan dan manajemen tentang Pedoman dan
prinsip-prinsip tata kelola

8. Menyediakan materi sQsi ber daya untuk meningkatkan pemahaman tentang tata

kelola terintegrasi.
9. Mengidentifikasi da

Terintegragh’

siko yang mungkin timbul dari implementasi Pedoman Tata Kelola

. Menyysun@dan melaksanakan strategi mitigasi risiko untuk mengatasi masalah yang

aluasi berkala terhadap efektivitas pedoman dan pelaksanaan tata kelola

usun rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
yediakan mekanisme untuk menangani keluhan atau perselisihan yang berkaitan dengan
pelaksanaan Pedoman.
14. Mengambil tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran.
15. Berkolaborasi dengan unit terkait untuk memastikan integrasi Pedoman dalam proses
operasional.

16. Menyediakan dukungan dan saran kepada unit lain dalam penerapan Pedoman.
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2.5 DIVISI YANG MELAKSANAKAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Dalam Pedoman ini, wewenang dan tanggung jawab Divisi yang melaksanakan fungsi Manajemen

Risiko meliputi:

1. Mengidentifikasi risiko yang terkait dengan implementasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan
menilai dampaknya.

2. Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengelola dan mengurangi risiko dalam
implementasi tata kelola terintegrasi.

2.6 DIVISI YANG MELAKSANAKAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

Dalam Pedoman ini, wewenang dan tanggung jawab Divisi yang melaksanakan f#ngsé [ernal
meliputi:
1. Melakukan audit untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap Pedoman Tata la Tgfihtegrasi.

2. Menyusun laporan tentang ketidaksesuaian dan rekomendasi pef@aikan.

3. Memastikan bahwa kontrol internal berfungsi efektif sesuai Pedoma

2.7 DIVISI YANG MELAKSANAKAN FUNGSI HUKUM
Dalam Pedoman ini, wewenang dan tanggung jawabgP aksanakan fungsi Hukum
meliputi:
1. Menyediakan saran hukum terkait pelaksan doMagsgdan
2. Menangani perselisihan hukum yang be n implementasi Pedoman.
N EUANGAN

2.8 DIVISI YANG MELAKSANAKA
jawab Divisi yang melaksanakan fungsi Keuangan

Dalam Pedoman ini, wewenang d

meliputi:
1. Memastikan bahwa lapora

2. Menyusun laporan }

2.9 DIVISI YANG ME

ni pelanggaran Pedoman yang melibatkan Karyawan.
DWISI YANG MELAKSANAKAN FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam Pedoman ini, wewenang dan tanggung jawab Divisi yang melaksanakan fungsi Teknologi

Informasi meliputi:

1. Memastikan bahwa sistem Tl mendukung kepatuhan terhadap pedoman tata kelola, termasuk
keamanan data dan integritas informasi.

2. Memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan mendukung implementasi dan

pemantauannya
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TERINTEGRASI

BAB Ill - POKOK-POKOK TATA KELOLA TERINTEGRASI
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

3.1 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA TERINTEGRASI

Prinsip Tata Kelola Terintegrasi dalam Perusahaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang

mencakup:

1. Transparansi

Prinsip Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambila

dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material d rel
Perusahaan.
2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan an gjawaban Organ

Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksan

3. Tanggung jawab

Prinsip Tanggung Jawab adalah kesesuaian difldalam p@hgelolaan Perusahaan terhadap

5. Kewajaran
Prinsip Kewajaran
kepentingan yait

3.2 VISI DAN MI

nggan yang terbaik melalui layanan kelas dunia.
NILAI PERUSAHAAN

Perusahaan mengemban tata nilai AKHLAK sebagai berikut:

3.3

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Pedoman
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4. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
5. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
6. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis.

3.4 MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang ja§a@ pe

pengangkutan (ground handling) pesawat udara dengan berdasarkan prinsi S€lola
Terintegrasi.
Pedoman Halaman — 13
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BAB IV - STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
4.1 ORGAN PERUSAHAAN

Organ pengelola dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari:
1. Pemegang Saham/Pemilik Modal
a. Kewajiban Perusahaan terkait Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham
1. Perusahaan melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham.

2. Perusahaan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang sahagaggitermasuk

pemegang saham minoritas.
3. Perusahaan memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilita

partisipasi pemegang saham atau investor;

4. Perusahaan entitas induk memastikan bahwa kebijakan Tata Ke aan yang
Baik berlaku bagi entitas anak dan entitas pengendali;

5. Perusahaan memiliki aturan dan prosedur penggabungan,
pengambilalihan, peleburan, pemisahan, pembubar: ikuidasi, dan transaksi luar biasa
yang substansial untuk memastikan tran ra transparan dan dalam

kelasnya.
b. Hak-Hak Pemegang Saham
1) Hak pemegang saham yan

a)

b)

dipeflakukan setara yang didukung aturan dan prosedur Perusahaan, atau hak

tuk menerima pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan

struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu
memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan
sahamnya;

e) Perusahaan memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong
partisipasi pemegang saham atau investor;

f) Perusahaan memastikan bahwa kebijakan Tata Kelola Terintegrasi berlaku bagi
Perusahaan dan entitas pengendali;

g) Perusahaan memiliki aturan dan prosedur yang mengatur penggabungan,
pengambilalihan, peleburan, pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan transaksi luar

biasa yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan
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2)

3)

4)

dalam kondisi yang wajar serta melindungi hak semua pemegang saham sesuai
dengan kelasnya;
h) Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan.
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah
pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada poin 1.
Pemegang Saham dalam rangka pembinaan Perusahaan dapat:
a) Sewaktu-waktu meminta dan menggali informasi atas kegiatan operasional.
b) Bertindak sebagai mediator atas permohonan Direksi Peru untuk

menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar Perusahaan.

Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengka urat

berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya:

a) Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi iaf” mata acara
dalam agenda RUPS termasuk usul yang direncanaka irgksi untuk diajukan

dalam RUPS, dengan ketentuan apabila inf

dilakukannya panggilan untuk RUPS, ma

laporan tahunan.
c) Informasi m KAP dan hal lain yang direncanakan untuk
” khusus untuk RUPS, RJP dan, RKAP.

aupun hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat

agendafRUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
egang Saham (RUPS)
RUPS
a) RUPS Tahunan

(1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap — tiap tahun, meliputi:
(a) Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan laporan tahunan.
(b) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan.

(2) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan
diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang
bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

(a) Laporan tahunan.

(b) Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan.
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(c) Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
kepentingan Perseroan.

(3) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun
anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

(a) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi
Laporan Keuangan.
(b) Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemega Uhtuk
kepentingan Perseroan yang belum dicantumka alam Rang@&hgan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
b) RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa da diadaan setiap waktu

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan P roan.

2) Wewenang RUPS
a) Memberikan persetujuan atas RJPP d:

RKAP.

usahag

b) Menetapkan perhitungan alokasi laba untuk.
(1) Dividen pada pemegang
(2) Cadangan.

(3) Program Kemitr

c) Mengangkat dan

g)W Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
gasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
embubarkan atau melikuidasi Perusahaan.

j)  Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan

perubahan bentuk badan hukum Perseroan.
) Keputusan RUPS

a) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

b) Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada poin a) tidak tercapai, Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari
Y2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar
menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang

dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
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c) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum
mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua
usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4) Metode Pelaksanaan RUPS
a) RUPS diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat perusahaan

melakukan kegiatan usahanya, yaitu wajib terletak di wilayah Ne blik
Indonesia.

b) Jika dalam RUPS hadir atau diwakili semua Pemegang am ua
Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS terseb R dapat

diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia?

c) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permin
paling sedikit 1/10

hag#yang telah dikeluarkan

(1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang sahafayyang me

(satu persepuluh) bagian dari jumla

Perusahaan dengan hak suara ya

(2) Dewan Komisaris.

d) RUPS tahunan dan RUPS laing engdarakan dengan didahului pemanggilan
RUPS dalam jangka wak 4 (empat belas) hari sebelum tanggal
RUPS diadakan, den k memRerhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
e) i S dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat

a bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia

jak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan

pada kefentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan
5) Wis S
tiap penyelenggaraan RUPS waijib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit

memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan
keputusan RUPS.

b) Risalah RUPS waijib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu)
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

c) Tandatangan tidak disyaratkan dalam hal risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta
notaris.

d) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.
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2. Dewan Komisaris
a. Komposisi Dewan Komisaris
1) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat
bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris lebih dari satu, salah satu anggota Dewan
Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
3) Komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota
Dewan Komisaris independen yang ditetapkan dalam keputusan pengan a.
b. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris
Dalam pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, calon anggota D n Ko arus
memenuhi persyaratan materiil, formal dan persyaratan lainnya se igana diatur dalam
Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
ikan ole

1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberh S, dan keputusan

RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saha
2) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris h ersyaratan yang ditetapkan

oleh instansi teknis berdasarkan kete

3)
4)
5)
jabatan.
6) jadi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Komisaris
i surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang
gkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris terhitung sejak
y bersangkutan diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris.
d. PeRke j ewan Komisaris

ta Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan

RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan pemberhentian karena alasan

ebagaimana dimaksud anggaran dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan

perundang-undangan, diambil dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada

Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

2) Rencana pemberhentian Anggota Dewan Komisaris diberitahukan kepada Anggota

Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pemegang saham.

3) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka Anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

4) Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan

dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
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5) Antara para Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan
keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke
kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, dalam hal ini terjadi
maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.

e. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

1) Tugas Dewan Komisaris:

a) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai aan

perundang-undangan untuk kepentingan Perusahaan dan ses an maksud
dan tujuan Perusahaan.
b) Dewan Komisaris wajib menyusun rencana k€gja dan an n tahunan Dewan

Komisaris yang merupakan bagian yang ka ri RKAP.

2) Wewenang Dewan Komisaris:

a) Memeriksa buku-buku, surat-surag -dokumen lainnya, memeriksa
kas untuk keperluan verifik; i surat berharga dan memeriksa
kekayaan Perusahaan;

b) Memasuki pekaranga antor yang dipergunakan oleh Perusahaan;

d)

e)

f) W Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap

emberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar Perusahaan;
Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan;

i)  Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas
beban Perusahaan, jika dianggap perlu;

j)  Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

k) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-

hal yang dibicarakan;
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)  Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau
keputusan RUPS.

3) Kewajiban Dewan Komisaris

a) Dewan Komisaris memiliki kewajiban sebagai berikut:

(1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan
Perusahaan;

(2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan

(3) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengeuf@

mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani

(4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, member
saran kepada RUPS mengenai setiap masalah dianggap penting bagi
kepengurusan Perusahaan,;

(5) Melaporkan dengan segera kepada ila {éfjadi gejala menurunnya

kinerja Perusahaan;

9) Membe
Publik kepada RUPS;

rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

(13) berikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
ama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

4) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan
pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS;

(15) Menyampaikan Laporan triwulan mengenai kinerja Perusahaan termasuk
realisasi Indikator Kerja Utama kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
(16) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris (BOC
Charter).
b) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus:
(1) Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang- undangan
serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
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(2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan
tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan
Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
f. Komisaris Independen
1) Komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan
anggota Dewan Komisaris independen yang ditetapkan dalam keputusan
pengangkatannya.

2) Anggota Dewan Komisaris independen merupakan anggota Dewan Ko

pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Peru
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

g. Pendelegasian Wewenang

Dalam rangka melaksanakan kebijakan, Dewan kewenangan

pendelegasian sebagai berikut:

1) Seorang anggota Dewan Komisaris dapatydiwakili rapat hanya oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya berdasark yang diberikan khusus untuk

keperluan itu.
2) Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh seorang an Dewa misaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris
Utama.
3) Dalam hal Komi

Komisaris yang

enjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak

wan Komisaris.

an, komite, dan setiap individu komisaris.

nan sebagaimana dimaksud pada poin 1) didasarkan pada tolok ukur atau
penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.

Evaluasi tahunan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.

t Dewan Komisaris

~

Rapat Dewan Komisaris waijib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 12 (dua
belas) kali dalam 1 (satu) bulan.

2) Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib rapat Dewan Komisaris.

3) Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat
yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak
mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), keputusan/kesimpulan rapat,

serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada
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4) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan
Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Dewan
Komisaris tersebut.

5) Risalah asli dari setiap rapat Dewan Komisaris harus disimpan oleh Perusahaan yang
bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan
Direksi.

6) Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan
Komisaris harus dimuat dalam laporan tahunan

j. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap seb

1) Anggota Dewan Komisaris perusahaan, kecuali berdasarkan ugésan sus dari
Menteri;

Pengecualian ini berlaku dengan ketentuan:

a) Dewan Komisaris BUMN dapat merangkap ja n sebag an Komisaris pada

badan usaha lainnya, dengan ketentug a ketentuan peraturan
perundang-undangan sektoral.
sebagai Dewan Komisaris pada
0d pada poin a) harus memenubhi
omisaris BUMN selama 1 (satu) tahun

ajpersen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk

ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus

/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala

sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota
misaris, maka:
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka: Rapat
mum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut;

2) Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan, maka
anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh
RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Komisaris dengan
tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.

3) Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin
1) dan 2), diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan

Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.
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Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) yang sekurang-
kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Pengertian dan persyaratan Dewan Komisaris;

2) Komposisi Dewan Komisaris;

3) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris;

4) Masa Jabatan Dewan Komisaris;

5) Program Pengenalan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi;
6) Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
7) Tugas Dewan Komisaris;
8) Wewenang Dewan Komisaris;
9) Pendelegasian wewenang di antara anggota Dewan Komjsaris;
10) Tanggung jawab Dewan Komisaris;
11) Rapat Dewan Komisaris;
12) Mekanisme pengambilan keputusan; V
13) Penetapan Kebijakan Pengawasan Perusafie
14) Pelaporan Pertanggungjawaban Dew:. (o)

)

)

15) Remunerasi Dewan Komisaris;
16) Organ pendukung Dewan Ko

17) Dewan Komisaris membu

. Larangan Mengambil Keun di dan Benturan Kepentingan

1) Anggota Dewan i dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan

llarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau
urangi keuntungan Perusahaan dan waijib mengungkapkan Benturan Kepentingan
dalam setiap keputusan.
Si
Komposisi Direksi
Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan

kebutuhan Perusahaan.

2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang di

antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila dipandang perlu RUPS dapat
mengangkat Wakil Direktur Utama.
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a. Persyaratan Anggota Direksi
Dalam pengangkatan Anggota Direksi, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan
materiil, formal dan persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Pengangkatan Anggota Direksi
Pengangkatan Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlia man,

serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana ebut
dihadiri oleh Pemegang Saham Seri | dan Keputusan RUPS ters s digetujui oleh
Pemegang Saham Seri | dengan memperhatikan ketenfuan dala aran Dasar

Perusahaan.
4) Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkagoleh Pem g Saham Seri | dan

pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

5) Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (|
1 (satu) kali masa jabatan.
6) Sebelum ditetapkan menjadi Anggg

an berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan

an alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi

utan untuk membela diri.
a pemberhentian Anggota Direksi diberitahukan kepada Anggota Direksi yang
bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pemegang saham.
lama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka Anggota Direksi yang
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

4) Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan
dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
1) Tugas Direksi
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang
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2)

segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan

RUPS.

Wewenang Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

a) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perusahaan;

b) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang
anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi wakili

Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

c) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang

d)

aan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau
usahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar

g segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-

Dasar usahaan dan/atau Keputusan RUPS;
an kebijakan pada Perusahaan agar selalu selaras dan sesuai dengan
bijakan dan peraturan Perusahaan dalam bidang sebagai berikut:
1) Bidang Hukum
) Bidang Sumber Daya Manusia

) Bidang Pengembangan Usaha

~

Perjanjian Kerja

~

Perubahan sistem dan kebijakan akuntansi perusahaan

) Bidang Perizinan Usaha

(
(2
(3
4
(5
(6
(7) Corporate restructuring, Monitoring, Collection, Enforcement

i) Direksi selaku Pemegang Saham dan/atau Pemegang Saham mayoritas pada setiap

Perusahaan berwenang antara lain untuk:

(1) Menetapkan, mengelola, mengendalikan dan memantau kebijakan strategis

dan operasional yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan, yakni seluruh

Pedoman

Halaman — 25

Edisi 01 Revisi 00 Tanggal Efektif : 15 Agustus 2025



8 TATA KELOLA TERINTEGRASI
Gapura

AIRPORT SERVICES

kebijakan yang dapat secara material mempengaruhi kondisi perusahaan dan
dapat memberikan nilai tambah yang dituangkan dalam blueprint untuk
diratifikasi dalam RUPS Perusahaan;

(2) Merencanakan, memutuskan, mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan
dan fungsi yang bersifat strategis, antara lain pengelolaan cash management,
logistic, pengadaan, capital expenditure dan lainnya;

(3) Menetapkan kebijakan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah direksi

Perusahaan dengan memperhatikan masukan dari Dewa isaris
Perusahaan;

(4) Memberikan persetujuan kepada direksi Perusahaan ng
bersifat operasional yang belum ditetapkan dalam R ahagn melalui
mekanisme RUPS;

(5) Mendapatkan laporan dan penjelasan berkala Baik dari dDireksi dan/atau

Dewan Komisaris Perusahaan serta membrikan kep di dalam maupun

di luar forum RUPS Perusahaan tersek
(6) Menetapkan nilai atau jangka wa asantara Perusahaan dengan
badan usaha atau pihak lain be a lisensi, kontrak manajemen,
sewa-menyewa, aset, kerj ), bangunan guna serah (BOT),

Ei bangthan serah guna (BTO), dan perjanjian

bangunan milik serah

sejenisnya;
(7) Menyetujui p

dilakukan gleh Pe

rtaan dal dan jumlah penyertaan modal yang akan

haan pada perusahaan lain;

ak perusahaan atau perusahaan patungan dari Anak

elepasan penyertaan modal pada Perusahaan dan/atau

(10) Melyetujui penghapusbukuan piutang tidak tertagih dan menyetujui penjualan
dap persediaan barang tidak dapat digunakan oleh Perusahaan;
1) Menetapkan dan mengubah logo, serta merek dagang Perusahaan;

(12) Menyetujui pendirian yayasan, organisasi atau perkumpulan yang berbadan
hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk
oleh Perusahaan;

(13) Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan rutin
untuk yayasan, organisasi atau perkumpulan yang berbadan hukum yang
dibentuk oleh Perusahaan; dan

(14) Menyetujui pembelian aset lahan atau /and bank untuk kegiatan usaha
properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris dan nilai tertentu yang

ditetapkan oleh dewan komisaris.
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3) Kewajiban Direksi
Direksi berkewajiban untuk:
a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan
sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
b) Menyiapkan dan memberikan penjelasan kepada RUPS pada waktunya mengenai
RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris

dan pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

¢) Menyusun dan melaksanakan RJPP dan RKAP untuk mencapai
ditentukan dalam Roadmap BUMN dan peningkatan efisiensi dan p

d) Menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud angg
pengurusan, serta dokumen keuangan perusahaan sebagai
Undang-Undang kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;

e) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan leng deng perincian dan

tugasnya,;

f) Memberikan penjelasan tentang segala ha an atau yang diminta

esuai dengan ketentuan yang berlaku;

p manajemen risiko, sistem pengendalian

dan yang telah ditetapkan oleh RUPS berdasarkan

ndangan;

(1) MenBurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh
tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan;
Mematuhi anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan dan
wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran;

(3) Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan itikad
baik, penuh tanggung jawab, dan mengindahkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

n) Memastikan Komite di bawah Direksi dan/atau unit pendukung Direksi
menjalankan tugasnya secara efektif;
0) Menyampaikan laporan tingkat kesehatan kepada pemegang saham atau menteri

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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p) Memastikan perusahaan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola
Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan menyusun laporan
penerapan Tata Kelola Terintegrasi setiap akhir tahun buku.

d. Penilaian Direksi
Evaluasi dan penilaian Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian Kinerja Direksi
akan diatur lebih lanjut mengacu kepada Peraturan terkait Penetapan dan Penilaian Key
Performance Indicator (KPl) Dewan Komisaris dan Direksi dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e. Pendelegasian Wewenang
Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perusahaan, direktur atau
anggota Direksi lain dapat mendelegasikan masing-masing kewenan dimiliki dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena s@pab apapun, hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seoran ggota Di ang ditunjuk secara

tertulis oleh Direktur Utama berwenang berting d tas nama Direksi serta

melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

2) Dalam hal Direktur Utama tidak melak

3) Dalam hal terdapat lebih d
maka anggota Direksi
berwenang bertind
Direktur Utama.

4) Dalam hal g€0
apapun, ha dak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota

Dir innyalmestinjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-

tu anggot@ Direksi yang berhalangan tersebut

Direksi dapat dilakukan setiap waktu, dalam setiap bulan 1 (satu), dan dalam rapat

tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris.

ireksi wajib menetapkan tata tertib rapat Direksi.
Risalah rapat Direksi wajib dibuat untuk setiap rapat Direksi yang memuat segala
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas
pada pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun
yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), serta alasan
ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.

4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, baik yang
bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.

5) Risalah asli dari setiap rapat Direksi wajib disimpan oleh Perusahaan yang

bersangkutan.
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6) Laporan tahunan wajib memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-
masing anggota Direksi.
g. Rangkap Jabatan
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1) Direksi pada BUMN dan perusahaan lainnya;
2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lainnya;

3) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat atau

daerah;
4) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundan
5) Pengurus partai politik, anggota legislatif atau kepala daerah/wakj
6) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
7) Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala dagrah.
Atas penjelasan pada poin 2). Anggota Direksi dilarang meman jabatag rangkap sebagai
anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lain, kec
1) Dewan Komisaris pada Perusahaan terafiliagi

Utama;

2) Dewan Komisaris pada badan usaha lain u

h. Kekosongan Jabatan
Apabila pada suatu waktu ole
lowong, maka:
1) Dalam waktu paling lam 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus

diselenggarakan Rapat Pemegang Saham untuk mengisi lowongan jabatan

2) Selama jal oWong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan
g sebagaimana dimaksud pada poin 1), maka untuk sementara
rus oleh Dewan Komisaris, atau Rapat Umum Pemegang Saham dapat
ak lain untuk sementara mengurus Perseroan, dengan kekuasaan dan
ang yang sama;
Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum
emegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi
yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan
kekuasaan dan wewenang yang sama;
i. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Benturan Kepentingan
1) Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
2) Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak

langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
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3) Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi dan pejabat yang bertanggung
jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kebijakan dan operasional Perusahaan, dilarang mengambil tindakan yang dapat
merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib
mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap Keputusan.

4.2 ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan
Komisaris wajib membentuk paling sedikit:

1. Sekretariat Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisarj
seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan
Dewan Komisaris atau Sekretaris Dewan Komisaris sela
tugasnya berupa:

1) mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (bffing sheet

2) membuat risalah rapat Dewan Komisag efgfAtuan Anggaran Dasar

Perusahaan;
3) mengadministrasikan dokumen D baik surat masuk, surat keluar,
risalah rapat maupun dokume
4) menyusun Rancangan Re dan Anggaran Dewan Komisaris;

5) menyusun Rancangan -Lap Dewan Komisaris;

6) memastikan bahwa Bewan jsaris mematuhi peraturan perundang-undangan
dan menerapk

7) memberikani i kepada Dewan Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu

komite, apabila diperlukan, dalam rangka

bagai p€hghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
an dokumen terkait penyelenggaraan kegiatan di atas tersimpan dengan
di Perusahaan; dan
melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

bW\ Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

c. Evaluasiterhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala sebagai
bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metode yang

ditetapkan Dewan Komisaris.
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2. Komite-Komite Dewan Komisaris
Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk membentuk komite yang terdiri dari:
a. Komite Audit
Komite Audit memiliki fungsi audit intern dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab:
1) membantu Dewan Komisaris memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan
efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;

2) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal

maupun auditor eksternal;
3) memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengenda @

serta pelaksanaannya;

4) memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memu rhadap segala
informasi yang dikeluarkan Perusahaan;

5) melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhw omisaris serta

tugas-tugas Dewan Komisaris;

6) melakukan tugas terkait pengelolaan risikg adaima iatur dalam peraturan

perundang-undangan; dan
7)

2) kepala unit kerja dan pihak lain dalam Perusahaan
untuk me asi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang
diperluka

3) an auan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan

I@poran laifihya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Perusahaan Induk maupun
ahaan;
kukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan
strategi Manajemen Risiko Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan;

5) ¥memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung
efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan
Manajemen Risiko Perusahaan Induk dan Manajemen Risiko Perusahaan;

6) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen
Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan

7) menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan

fungsinya.
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4.3 ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

1. Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan adalah salah satu fungsi yang waijib diselenggarakan oleh Direksi yang
bertanggung jawab sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan
serta membantu Direksi untuk memperlancar dan memberikan dukungan administratif, hukum
dan komunikasi, dengan ketentuan:

a. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.

b. Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan dapat dilakukan denga
seorang sekretaris perusahaan.
c. Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh direkturglftama, be
mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komi
d. Fungsi sekretaris perusahaan meliputi:
1) Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi
keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip
2) memberikan informasi yang dibutuhkan olg
berkala atau sewaktu-waktu apabila dimi
3) sebagai penghubung dengan pemap
4) menata usahakan serta menyig dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada daftar pemeg S , daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat
Dewan Komisaris dan

5) Direksi wajib menjaga’@an meng@ualuasi kualitas fungsi sekretaris Perusahaan.

2. Komite Direksi
Dalam mendukung efekti naan tugas, Direksi dapat membentuk komite atau unit
pendukung Direk
a. Komite Mana
Komit@ Manaje siko merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka
endblkung et@ktivitas pelaksanaan dan tanggung jawab terkait Manajemen Risiko,
d an:
jte Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama
berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2) " Komite Manajemen Risiko harus memenuhi persyaratan, antara lain:
a) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang
cukup yang berhubungan dengan manajemen risiko;
b) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif; dan
c) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite, jika diperlukan.
3) Komite Manajemen Risiko bertugas dan berfungsi untuk:
a) Memastikan penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan
manajemen risiko serta perubahannya, termasuk tingkat risiko (risk appetite)

yang diambil dan toleransi risiko (risk tolerance), serta rencana kontijensi untuk
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mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;

b) Memastikan perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko, antara lain
menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat
insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal
Perusahaan yang mempengaruhi kecukupan pendanaan, profil risiko

Perusahaan, dan tidak efektivitasnya penerapan manajemen risiko berdasarkan

hasil evaluasi;

c) Memastikan penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusa

signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Pe

melampaui limit yang telah ditetapkan;
d) Memberikan kajian dan rekomendasi atas h
usulan transaksi yang disampaikan olehggipisi
b. Komite Sumber Daya Manusia (SDM)
Komite SDM merupakan komite yang dibe
merumuskan kebijakan remunerasi
ketentuan:
1) Komite SDM diangkat

mekanisme internal

sahaafgdengan persetujuan Dewan Komisaris;
2) hi persyaratan, antara lain:
aik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang

ngan dengan sumber daya manusia;

fMau dan mengevaluasi arah strategis dan operasional di bidang SDM
termasuk budaya dan nilai- nilai Perusahaan;

b) Melakukan tinjauan dan evaluasi atas kebijakan SDM, struktur organisasi, falent,
perencanaan SDM, program remunerasi, program pelatihan, kesehatan, dan
keselamatan kerja, serta nominasi perwakilan manajemen sebagai Anggota
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan atau usaha patungan.

c. Komite Teknologi Informasi
Komite Teknologi Informasi merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka
merumuskan kebijakan dan pengembangan teknologi informasi Perusahaan, dengan
ketentuan:
1) Komite Teknologi Informasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama
berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris;

2) Komite Teknologi Informasi harus memenuhi persyaratan, antara lain:
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3)

d. Komite Lain

a) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang
cukup yang berhubungan dengan teknologi informasi;

b) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif, dan

c) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite, jika diperlukan.

Komite Teknologi Informasi bertugas dan berfungsi untuk:

a) Meninjau dan merekomendasikan kebijakan manajemen dan organisasi yang

berlaku untuk Perusahaan. Ini termasuk internal kontrol dan teknologi informasi.

b)

asuransi baik yang akan dikembangkan dan yang sud
kepada konsumen.

c) Melakukan pertemuan secara berkala untuk be

d) Memastikan keselarasan Rencana Stra
e) Memastikan implementasi Rencana

f)  Mengevaluasi, mengarahkan d

Pembentukan komite lain dapatdila Ji anggap perlu dengan memperhatikan

ketentuan Perusahaan.

3. Internal

a. Direksi menyelengg

Audit

awasan intern Perusahaan dengan membentuk Internal

Audit dan membuat awasan Intern. Internal Audit tersebut dipimpin oleh

mekanisme i

b. Untu enjami

kat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan
ernal Peflisahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

endensi dan mencegah intervensi dari kegiatan atau unit kerja yang

diaudlif, Internall Audit berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama. Internal Audit

k ungsi sebagai berikut:

uasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan
proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan Perusahaan; dan
Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,

operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
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4.4 HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERUSAHAAN

Kebijakan Perusahaan terkait dengan hubungan antar Organ Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Tiap-tiap Organ Perusahaan harus bertindak untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan.

2. Tiap-tiap Organ Perusahaan harus bertindak atas dasar kebersamaan dan saling bekerjasama
untuk tercapainya tujuan Perusahaan.

3. Tiap-tiap Organ Perusahaan harus bertindak sesuai dengan fungsi dan perannya masing-
masing serta berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan,
dengan prinsip saling menghargai.

S
@OV&
R
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BAB V - PROSES-PROSES TATA KELOLA TERINTEGRASI

Proses-proses Tata Kelola Terintegrasi merupakan proses-proses bisnis strategis Perusahaan yang

wajib menjadi objek penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi.

5.1 TATA KELOLA DAN PROSES BISNIS PERUSAHAAN

5.1.1 Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris
a. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan
1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS Péfusahaa
2) RUPS dapat menetapkan Kandidat yang diusulkan oleh Komite S menjadi anggota
Direksi Perusahaan.
3) Pengusulan calon direksi oleh Direksi selaku Pemegan ha arus mendapat
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan diset@jui oleh RU sebelum ditetapkan
dalam RUPS.

4) Rekrutmen direksi dilakukan dengan uji kelg

epatutan (fit and proper test).
5) Direksi, Dewan Komisaris, pejabat dg 2gang Saham, dan anggota tim
evaluasi harus menjaga kerahasia penilaian, kecuali diminta oleh instansi yang
berwenang dalam rangka pe

perundang-undangan.

6) Rapat Umum Pemegan ham t memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-

waktu dengan me sannya.
b. Pengangkatan dan Pem ewan Komisaris Perusahaan
rhentian Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan oleh
RUPS.
2) Pen@usulan ca gnggota Dewan Komisaris oleh Direksi selaku Pemegang Saham
hafls mendgpat rekomendasi/ tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan disetujui
ebelum ditetapkan dalam RUPS Perusahaan.
ian bakal calon yang ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris harus
emenuhi syarat materiil, syarat formal, dan syarat lain.
ireksi, Dewan Komisaris, pejabat dan pegawai Pemegang Saham, dan anggota tim
evaluasi harus menjaga kerahasiaan hasil penilaian, kecuali diminta oleh instansi yang
berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan
1) Pembentukan Tim Evaluasi
Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Calon Anggota Direksi Perusahaan dan
Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan membentuk tim

evaluasi yang diketuai oleh anggota Direksi Perusahaan yang membidangi sumber daya
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manusia. Anggota tim evaluasi tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai Calon
Anggota Direksi Perusahaan dan Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Tim
Evaluasi bertugas untuk:
a) melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Anggota Direksi Perusahaan
dan Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
b) menetapkan hasil evaluasi akhir terhadap penilaian untuk disampaikan kepada
Direksi Perusahaan guna mendapatkan penetapan; dan
¢) melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan huruf a dan b.
Dalam hal diperlukan tim evaluasi dapat pula:
(1) Menunjuk 1 (satu) atau lebih Lembaga Profesional untukd#felakuk men
Calon Anggota Direksi Perusahaan; dan/atau
(2) Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh erusahaan
kepada Dewan Komisaris Perusahaan.

2) Proses Penjaringan

a) Calon Anggota Direksi Perusahaan dapat besg
(1)
(2)
(3)
sestial dengan tingkatan Perusahaan dalam

yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan;

b) Calon A omisaris Perusahaan dapat berasal dari:

2) mant@n anggota Direksi Perusahaan setelah paling sedikit 1 (satu) tahun tidak
enjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan yang bersangkutan;
karyawan internal Perusahaan setingkat di bawah Direksi Perusahaan; dan
(4) sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

c) Tim evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Anggota Direksi
Perusahaan dan bakal Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dari berbagai
sumber.

d) Tim evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan syarat administrasi yang
ditetapkan, yakni daftar riwayat hidup (curriculum vitae), dokumen lain, dan informasi
yang diterima, untuk menyusun Daftar Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan dan
Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan (/long list) yang memuat:

(1) paling sedikit 5 (lima) orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi

Perusahaan; dan
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(2) paling sedikit 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Dewan Komisaris yang lowong
untuk jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

e) Tim evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan dan
Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan (long list) kepada Direksi untuk
memperoleh persetujuan.

3) Proses Penilaian Calon Anggota Direksi Perusahaan

a) Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal calon yang namanya tercantum

sebagai Calon Anggota Direksi Perusahaan.
b) Dalam melakukan penilaian terhadap bakal Calon Anggota Dir

evaluasi dapat menggunakan 1 (satu) atau lebih baga dProfesional untuk
melakukan Asesmen.

c) Lembaga Profesional harus bersifat indepeiage pupfai reputasi baik, memiliki

fungsi melaksanakan Asesmen, dan h n Warus memenuhi prinsip tata
kelola perusahaan yang Baik.
d) Bakal Calon Anggota Direksi an yang dinilai harus mematuhi ketentuan

yang ditetapkan oleh tim e a embaga Profesional.

e) Dalam hal ukan h Lembaga Profesional, hasil Asesmen

esional kepada tim evaluasi untuk dievaluasi.

g) i diftetapkan oleh tim evaluasi dalam Daftar Calon Anggota Direksi

nggota Bireksi Perusahaan dengan peringkat nilai terbaik.
asi menyampaikan Daftar Calon Anggota Direksi Perusahaan (short list)
ada Direksi untuk penetapan Calon Direksi Perusahaan terpilih.

i) Penyampaian Daftar Calon Anggota Direksi Perusahaan (short list) kepada Direksi
disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil
penilaian lengkap.

4) Proses Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan

a) Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal calon yang namanya tercantum
dalam Daftar Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan dan Calon Anggota Dewan
Komisaris Perusahaan (long list) yang telah disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk
memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi Perusahaan

sebagai Calon Anggota Direksi Perusahaan.
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b) Penilaian terhadap bakal Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan
dengan cara penilaian terhadap daftar riwayat hidup (curriculum vitae) dan
wawancara oleh tim evaluasi.

c) Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang dinilai harus mematuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh tim evaluasi.

d) Hasil penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Komisaris

Perusahaan (short list) yang terdiri dari 2 (dua) kali lipat jabatan Anggota Dewan

Komisaris Perusahaan yang lowong dengan peringkat nilai terbaik.
e) Tim evaluasi menyampaikan Daftar Calon Anggota Dewan Komis3 aflaan
(short list) kepada Direksi untuk menetapkan Calon Angg Dewa
Perusahaan terpilih.
f) Penyampaian Daftar Calon Anggota Dewan Komigaris Per (short list)
kepada Direksi Perusahaan disertai dengan pe san engenai proses
penetapannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

5) Proses Penetapan

a) Direksi Perusahaan melakukan evaluasif@khir ataSkhasWpenilaian untuk menetapkan
masing-masing 1 (satu) Calon Anggota@Di idPerusahaan dan Calon Anggota
asing-masing jabatan anggota Direksi
Perusahaan dan anggota erusahaan.

b) Jika dianggap perlu, Dj i ggunakan langsung hasil penilaian Asesmen

c) Dalam hal tidak lam anggaran dasar Perusahaan, Direksi Perusahaan

ggota Direksi Perusahaan atau Calon Anggota Dewan

dan atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang bersangkutan.
d) WKhusus dftuk Calon Anggota Direksi Perusahaan, pengajuan untuk ditetapkan dalam
ilakukan setelah Calon Anggota Direksi menandatangani Kontrak
najemen.
e) Anggaran dasar Perusahaan dapat mengatur bahwa Direksi Perusahaan meminta
persetujuan terlebih dahulu dari:
(1) Dewan Komisaris;
(2) RUPS; atau
(3) Dewan Komisaris Perusahaan dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Pemegang Saham, sebelum menetapkan seseorang sebagai
anggota Direksi Perusahaan dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
f) Dalam hal anggaran dasar Perusahaan mewajibkan Direksi Perusahaan untuk
meminta persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu pelaksanaannya mengikuti

mekanisme sebagai berikut:
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(1) Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon Anggota Direksi
Perusahaan, diperlukan dokumen sebagai berikut:
(a) Surat tertulis dari Direksi kepada Dewan Komisaris tentang usulan Calon
Anggota Direksi Perusahaan yang paling sedikit memuat:
i. pernyataan pengusulan Calon Anggota Direks Perusahaan disertai
dengan dasar hukum, untuk mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris;

hasil penilaian oleh tim evaluasi, serta gambara

yang bersangkutan;

iii. alasan usulan pengangkatan Calon Angg ireksjgPerusahaan yang

bersangkutan yakni, penggantian tkan nama anggota

Direksi Perusahaan yang terdiri dari: nama dan jabatan
erta periode jabatannya; dan
jelasan atas proses penjaringan, proses penilaian, dan proses
penetapan Calon Anggota Direksi Perusahaan terpilih.
(b) W@mpiran, berupa dokumen pendukung yang terdiri dari:
Profil Perusahaan secara singkat yang paling sedikit memuat nama
perusahaan, susunan keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan
Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, dan kegiatan usaha;
ii. hasil Asesmen oleh Lembaga Profesional, apabila ada;
ii. daftar riwayat hidup (curriculum vitae) Calon Anggota Direksi
Perusahaan; dan
iv. hasil penilaian tim evaluasi yang dibentuk oleh Direksi atas Calon

Anggota Direksi Perusahaan.

(2) Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon Anggota Dewan Komisaris
Perusahaan, diperlukan dokumen sebagai berikut:
(a) Surat tertulis dari Direksi kepada Dewan Komisaris tentang usulan Calon

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang paling sedikit memuat:
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i. pernyataan pengusulan Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
disertai dasar hukum pengusulan, untuk mendapatkan persetujuan
Dewan Komisaris;

i. data Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang diusulkan,
terdiri dari: nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan komisaris
yang diusulkan dan hasil penilaian oleh tim evaluasi, serta gambaran
singkat daftar prestasi yang bersangkutan, kecuali apabila Calon

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah ang@oia@Rireksi

Perusahaan yang bersangkutan tidak perlu melampirka Bian
oleh tim evaluasi dan daftar prestasi;
iii. alasan usulan pengangkatan Calon Angg omisaris
Perusahaan yang bersangkutan, yakni pe n dengan
menyebutkan nama anggota Dewan Komis Perusghaan yang diganti
atau penambahan;

iv. informasi bahwa Calon Angggié

Komisaris; dan

v. informasi lain

nggota Dewan Komisaris serta periode jabatannya; dan
an atas proses penjaringan, proses penilaian, dan proses
etapan Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan terpilih,
ecuali apabila Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah
anggota Direksi yang bersangkutan.
ampiran, berupa dokumen pendukung yang terdiri dari:
i. profil Perusahaan secara singkat yang paling sedikit memuat nama
perusahaan, susunan keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan
Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, dan kegiatan usaha;
ii. daftar riwayat hidup (curriculum vitae) Calon Anggota Dewan Komisaris
Perusahaan; dan
iii. hasil penilaian tim evaluasi yang dibentuk oleh Direksi atas Calon
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan, kecuali apabila Calon Anggota
Dewan Komisaris Perusahaan adalah anggota Direksi Perusahaan yang
bersangkutan.
(3) Sebagai konsekuensi ketidaklengkapan dalam penyampaian dokumen yang

dibutuhkan maka berkas usulan Calon Anggota Direksi Perusahaan dan/atau
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Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dikembalikan oleh Dewan
Komisaris untuk diproses ulang;

(4) Dalam hal Direksi mengusulkan Calon Anggota Direksi Perusahaan di mana
anggota Direksi Perusahaan hanya terdiri dari 1 (satu) orang maka dalam surat
permohonan usulan persetujuan tersebut harus menyampaikan paling sedikit 3
(tiga) orang Calon Anggota Direksi Perusahaan;

(5) Apabila dipandang perlu, dalam rangka evaluasi terhadap usulan Calon Anggota

Calon Anggota Direksi Perusahaan yang diusulkan;

(6) Dewan Komisaris harus memberikan persetujuan secara

lengkap dari Direksi;
(7) Dalam hal Dewan Komisaris tidak membe

dalam jangka waktu 15 (lima belas)

bersangku
Perusahaan mewajibkan Direksi Perusahaan untuk

UPS terlebih dahulu pelaksanaannya mengikuti mekanisme

Perd§ahaan, diperlukan dokumen sebagai berikut:
urat tertulis dari Dewan Komisaris kepada RUPS melalui Pemegang

Saham, paling sedikit memuat:

i. pernyataan pengusulan Calon Anggota Direksi Perusahaan disertai
dasar hukum pengusulan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;

i. data Calon Anggota Direksi Perusahaan yang diusulkan, terdiri dari:
nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan Direksi Perusahaan
yang diusulkan, hasil Asesmen oleh Lembaga Profesional, apabila ada,
dan hasil penilaian oleh tim evaluasi serta gambaran singkat daftar
prestasi yang bersangkutan;

ii. alasan usulan pengangkatan Calon Anggota Direksi Perusahaan yang
bersangkutan, yakni penggantian dengan menyebutkan nama anggota

Direksi Perusahaan yang diganti atau penambahan;
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iv. penjelasan mengenai pendapat tertulis dari Dewan Komisaris atas
usulan Calon Anggota Direks Perusahaan berupa persetujuan,
penolakan, lainnya atau keterangan apabila Dewan Komisaris tidak
memberikan pendapat tertulis setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari
sejak tanggal diterimanya usulan Calon Anggota Direksi Perusahaan
dari Direksi;

v. informasi bahwa Calon Anggota Direksi Perusahaan tidak sedang
menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, apggotalewan
Komisaris, anggota Direksi, Perusahaan dan/atau bada ya;
dan

vi. informasi lain yang terdiri dari:

e data Perusahaan yang bersangkutan yang igidari: nama,

kegiatan usaha utama, dan komposisi ili saham;
e data anggota Direksi Perusaha ri: nama dan jabatan

Direksi serta periode jaba

riwayat hidup (curriculum vitae) Calon Anggota Direksi
sahaan; dan
hasil penilaian tim evaluasi yang dibentuk oleh Direksi atas Calon
Anggota Direksi Perusahaan.
Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon Anggota Dewan
Komisaris Perusahaan, diperlukan dokumen sebagai berikut:
(a) Surat tertulis dari Direksi kepada RUPS melalui Pemegang Saham yang
paling sedikit memuat:

i. pernyataan pengusulan Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
disertai dasar hukum pengusulan untuk mendapatkan persetujuan
RUPS;

i. data Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang diusulkan,
terdiri dari: nama, tanggal lahir, jabatan saat diusulkan, jabatan
Komisaris yang diusulkan dan hasil penilaian oleh tim evaluasi serta
gambaran singkat daftar prestasi yang bersangkutan, kecuali apabila

Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah anggota Direksi
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yang bersangkutan tidak perlu melampirkan hasil penilaian oleh tim
evaluasi dan daftar prestasi;

iii. alasan usulan pengangkatan Calon Anggota Dewan Komisaris
Perusahaan yang bersangkutan, yakni penggantian dengan
menyebutkan nama anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang
diganti atau penambahan;

iv. penjelasan mengenai pendapat tertulis dari Dewan Komisaris atas

persetujuan, penolakan, lainnya, atau keterangan

Komisaris tidak memberikan pendapat tertulis sefglah jang

(lima belas) hari sejak tanggal diterimanya |

Dewan Komisaris Perusahaan dari Direksi;

v. informasi bahwa Calon Anggota Dewan

sedang menduduki jabatan yangd@erdasark raturan perundang-
undangan dilarang untuk dir; g batan anggota Dewan
Komisaris; dan

vi. informasi lain yang terdiri

e data Perusah gb ngkutan yang terdiri dari: nama,

kegiatan u omposisi kepemilikan saham;
e data a Dew omisaris Perusahaan yang terdiri dari nama
dan atan gota Dewan Komisaris serta periode jabatannya;

lasan atas proses penjaringan, proses penilaian, dan
etapan Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
an terpilih, kecuali apabila Calon Anggota Dewan Komisaris
usahaan adalah anggota Direksi yang bersangkutan.
) , berupa dokumen pendukung yang terdiri dari:
profil Perusahaan secara singkat, yang paling sedikit memuat nama
perusahaan, susunan keanggotaan Direksi dan keanggotaan Dewan
Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan saham, dan kegiatan usaha;
i. pendapat tertulis dari Dewan Komisaris atas usulan Calon Anggota
Dewan Komisaris Perusahaan;
ii. daftar riwayat hidup (curriculum vitae) Calon Anggota Dewan Komisaris
Perusahaan; dan
iv. hasil penilaian tim evaluasi yang dibentuk oleh Direksi atas Calon
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan, kecuali apabila Calon Anggota
Dewan Komisaris Perusahaan adalah anggota Direksi yang
bersangkutan.
(3) Sebagai konsekuensi ketidaklengkapan dalam penyampaian dokumen yang

dibutuhkan maka berkas usulan Calon Anggota Direksi Perusahaan dan Calon
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Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dikembalikan oleh Pemegang Saham
untuk diproses ulang;

(4) Dalam hal Direksi mengusulkan Calon Anggota Direksi Perusahaan di mana
anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang maka dalam surat permohonan
usulan persetujuan tersebut harus menyampaikan paling sedikit 3 (tiga) orang
Calon Anggota Direksi Perusahaan;

(5) Apabila dipandang perlu dalam rangka evaluasi terhadap usulan Calon Anggota

Anggota Direksi Perusahaan yang diusulkan;

(6) RUPS harus memberikan persetujuan tertulis kepada Di

endapatkan persetujuan;

utandis berlaku terhadap proses permohonan persetujuan

3) Dewah Komisaris dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
al diterimanya permohonan dan penjelasan atau dokumen secara lengkap
dari Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan kepada Pemegang
Saham, disertai dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:
(a) Surat tertulis dari Direksi kepada Pemegang Saham, paling sedikit memuat:
i. pernyataan pengusulan Calon Anggota Direksi Perusahaan atau Calon
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan disertai dasar hukum pengusulan
untuk mendapatkan persetujuan Pemegang Saham;
ii. data Calon Anggota Direksi Perusahaan atau Calon Anggota Dewan
Komisaris Perusahaan yang diusulkan, terdiri dari:
e nama;
e tanggal lahir;

e jabatan saat diusulkan;
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e jabatan anggota Dewan Komisaris yang diusulkan dan hasil Asesmen
oleh Lembaga Profesional untuk Calon Anggota Direksi Perusahaan,
apabila ada; dan

e hasil penilaian oleh tim evaluasi, serta gambaran singkat daftar
prestasi yang bersangkutan,
kecuali apabila Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah

anggota Direksi yang bersangkutan tidak perlu melampirkan hasil

penilaian oleh tim evaluasi dan pencapaian baik.

ii. alasan wusulan pengangkatan Calon Anggota

Perusahaan yang bersangkutan, yakni

menyebutkan nama anggota Dewan Komisaris
atau penambahan; dan

iv. pendapat dan rekomendasi Dewan KomisariS@tas C Anggota Direksi

Perusahaan atau Calon Anggota an Kom s Perusahaan yang

diusulkan.

(b) Lampiran, paling sedikit at¥ permohonan persetujuan

pengangkatan Calon Anggeia crusahaan atau Calon Anggota
Dewan Komisaris Perus i Difeksi kepada Dewan Komisaris beserta
dokumen penduk
(4) Sebagai konseku i Sgkapan dalam penyampaian dokumen yang

dibutuhkan, befRas usu Calon Anggota Direksi Perusahaan atau Calon

isaris Perusahaan dikembalikan oleh Pemegang Saham

(5) Ap i erlu dalam rangka evaluasi terhadap usulan Calon Anggota

alonAmg@ota Direksi Perusahaan yang diusulkan;
6) Pem@gang Saham memberikan persetujuan tertulis kepada Dewan Komisaris
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan dan penjelasan atau dokumen secara lengkap dari
Dewan Komisaris;

(7) Setelah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris
memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi dalam waktu paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan dari Pemegang
Saham; dan

(8) Setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, Direksi mengajukan Calon
Anggota Direksi Perusahaan atau Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
untuk ditetapkan dalam RUPS Perusahaan menjadi anggota Direksi Perusahaan
atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang bersangkutan

(9) Hasil penetapan RUPS Perusahaan atas pengangkatan anggota Direksi
Perusahaan atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan harus disampaikan

Pedoman Halaman - 46
Edisi 01 Revisi 00 Tanggal Efektif : 15 Agustus 2025




8 TATA KELOLA TERINTEGRASI
Gapura

AIRPORT SERVICES

kepada Pemegang Saham melalui pembaharuan data portal sumber daya
manusia BUMN.
6) Formulasi Penilaian
a) Penilaian terhadap bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan dan bakal Calon
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan terhadap pemenuhan syarat
formal serta syarat.
b) Dalam hal data dan/atau informasi untuk membuktikan pemenuhan syarat formal dan

syarat lain tidak diperoleh oleh tim evaluasi maka pembuktiannya dag@

dengan pernyataan tertulis dari bakal Calon Anggota Direksi Perusa

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang bersangkutan.

c) Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan terbukti ti ar maka yang
bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota erusahaan
atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi proses pernyataan tidak
benar tersebut sesuai dengan ketentuan perat perund ndangan.

d) Dalam hal 1 (satu) atau lebih dari syarat fQii arat lain tidak terpenuhi

e)

(b) miliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan,

berikan bobot sebesar 5% (lima persen); dan

(c) memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan
strategis dalam rangka pengembangan perusahaan, diberikan bobot
sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) integritas diberikan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) dengan
rincian sebagai berikut:

a) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan
keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau
pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan bobot
sebesar 5% (lima persen); dan

b) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip tata kelola
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perusahaan yang baik (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%
(lima persen)
(3) kepemimpinan diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen)

dengan rincian sebagai berikut:

(a) mampu memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan, diberikan
bobot sebesar 5% (lima persen);

(b) mampu mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu
melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan, dj obot

sebesar 5% (lima persen); dan

(c) mampu membangkitkan semangat (memberi energi ikan

motivasi kepada pejabat dan karyawan peru mampu
mewujudkan tujuan perusahaan, diberikan % (sepuluh
persen).
(4) pengalaman, dalam arti yang bersangk ftar prestasi yang
menunjukan keberhasilan dalagg n Perusahaan/Anak
Perusahaan/badan usaha lainga/keme /lembaga tempat yang
bersangkutan bekerja sebelu liberikan bobot 30% (tiga puluh
persen);
(5) jujur, dalam arti yan dak pernah terlibat dalam perbuatan

g pada tempat yang bersangkutan bekerja

sebelum penc at tidak jujur), diberikan bobot sebesar 5% (lima
persen);
(6) perilaku yan arti yang bersangkutan tidak pernah melakukan atau

an yang melanggar norma, etika dan/atau kepatutan yang
berfaku, diberikan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
em dikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
peruSahaan yang bersangkutan diberikan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
terhadap syarat materiil Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
ilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai berikut:
(1) integritas diberikan bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh persen) dengan
rincian sebagai berikut:

(a) tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik menyimpang
pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak
jujur), diberikan bobot sebesar 15% (lima belas persen);

(b) tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan
tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik),
diberikan bobot sebesar 5% (lima persen);

(c) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan

keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau
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pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan bobot
sebesar 10% (sepuluh persen); dan
(d) tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar 10%
(sepuluh persen).
(2) dedikasi diberikan bobot sebesar 15% (lima belas persen);

(3) memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berk

bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan
(6) memiliki kemauan yang kuat (antusias) untdk memaju n mengembangkan

perusahaan di mana yang bersangk kap@diberikan bobot sebesar

10% (sepuluh persen).
h) Setiap penilaian terhadap syarat an nilai antara 1 (satu) sampai
dengan 10 (sepuluh).

i) Penilaian terhadap syarat 4

j) Penilaian terha ompetensi teknis/keahlian diberikan dengan perhitungan

bahwa apabila gkutan memenuhi syarat-syarat yang dimaksud maka
akin besar sesuai dengan tingkat pemenuhan syarat.

k) Nilai akflir merupdkan penjumlahan dari seluruh nilai dengan memperhatikan bobot

sihg-

ari Peraturan Menteri ini.

ing®engan formulir penilaian yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dasi hasil akhir penilaian diklasifikasikan sebagai berikut:
‘Sangat Disarankan’ (SD) untuk nilai akhir di atas 8,5;
(2) ‘Disarankan’ (D) untuk nilai akhir 7,0 sampai dengan 8,5; atau
(3) ‘Tidak Disarankan’ (TD) untuk nilai akhir di bawah 7,0.

m) Rekomendasi hasil akhir penilaian berlaku selama 2 (dua) tahun sejak rekomendasi
hasil akhir penilaian dikeluarkan dan dapat dipergunakan untuk mengisi jabatan pada
Anak Perusahaan lain.

n) Dalam hal proses penjaringan tidak menemukan 5 (lima) bakal Calon Anggota
Direksi Perusahaan dan 3 (tiga) bakal Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
maka Direksi dapat mengizinkan tim evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap
calon-calon yang ada.

o) Dalam hal setelah dilakukan penilaian, Calon Anggota Direksi Perusahaan yang

terbaik kurang dari 3 (tiga) orang dan Calon Anggota Dewan Komisaris Perusahaan
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yang terbaik kurang dari 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan maka tim
evaluasi menyampaikan hasil penilaian yang ada kepada Direksi untuk diputuskan
lebih lanjut.

p) Ketentuan tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi Perusahaan
yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

gq) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dilakukan oleh tim evaluasi
dengan didasarkan pada:
(1) pencapaian target kinerja perusahaan;
(2) kekompakan tim;
(3) integritas; dan
(4) daftar prestasi.

r) Proses dan hasil penilaian bersifat rahasia dan han

Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

s) Direksi memberitahukan kepada Calon Ang

u)

Bta Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dapat segera memahami

isi, aspek-aspek strategis serta proses bisnis Perusahaan, dan mengingat

harus dilaksanakan dengan terorganisir dan teradministrasi dengan baik,
ukan suatu mekanisme dalam pelaksanaan program pengenalan bagi Direksi dan

Komisaris yang baru, yang diatur sebagai berikut: '

a. WProgram pengenalan mengenai Perusahaan waijib diberikan kepada Anggota Direksi dan

ewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di Perusahaan.

b. Program pengenalan bagi Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang baru mulai
dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi atau Dewan
Komisaris yang baru tersebut diangkat.

c. Program pengenalan meliputi:

1) pelaksanaan prinsip Tata Kelola Terintegrasi oleh Perusahaan;
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2) gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan,
kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka
panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya;

3) keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Intern dan Audit
Ekstern, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit; dan

4) keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal
yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan a

ke Perusahaan dan entitas afiliasi atau program lainnya yang dianggap

Perusahaan di mana program tersebut dilaksanakan.

5.1.3 Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

5.1.4 Rencana Jangka Panjang

kali dalam sebulan untuk mengevaluasi kinerja Perusa
untuk meningkatkan kinerja Perusahaan;

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direk
anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan da

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan

Kelola Dewan Komisaris dan/atau Difeks Charter dan/atau BoD Charter).

usah (RJPP)

a. Direksiwajib meneta erapkan RJPP yang merupakan rencana strategis yang
memuat sasaran g n yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.
b. Direksi wajib JPP dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan
lingkungan, sd ata Kelola Terintegrasi.
c. Pros penyus RJPP sebagaimana dimaksud pada huruf b dimulai dengan
Perusghaan mg@mpertimbangkan Peta Jalan Perusahaan (top-down approach), serta
m erfati masukan teknis dari Sub Holding perusahaan dalam hal ini dari PT
vasi Solusi.
P sekurang-kurangnya memuat:
1) ~ Pendahuluan memuat penjelasan dan rincian tentang:
a) Latar belakang dan sejarah;
b) Visi dan misi Perusahaan;
c) Tujuan strategis Perusahaan;
d) Arah pengembangan Perusahaan;
2) Evaluasi pelaksanaan RJPP periode sebelumnya memuat penjelasan dan rincian
tentang:
a) Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, dilakukan dengan
membandingkan antara Rencana Jangka Panjang dengan Rencana Kerja dan
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Anggaran Perusahaan dan realisasi setiap tahunnya;

b) Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;

c) Pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;

d) Kendala yang dihadapi perusahaan dan upaya-upaya pemecahan masalah yang
telah dilakukan.

Posisi Perusahaan saat ini memuat penjelasan dan rincian tentang:

a) Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman tiap bidang kegiatan

dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing;

b) Penentuan posisi perusahaan sesuai dengan metode analisis
dan

c) Analisis daya tarik pasar dan daya saing perusahaan s
sesuai metode yang digunakan

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Renc Jang anjang, Tujuan,

sasaran dan strategi pencapaiannya memuat penjglasan da an tentang:

a) faktor internal, yang meliputi analisis k usahaan dan informasi

penting mengenai kekuatan dan ke teal Perusahaan yang dapat
mendukung atau menghambat ja Perusahaan dalam mencapai

tujuan strategis BUMN;
b) faktor eksternal, yang penting dan dokumentasi terkait tren

bangan industri, inovasi teknologi dan model

sasarah perusahaan meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan perusahaan
asaran bidang/unit kegiatan (target) secara kuantitatif dan spesifik setiap

tahunnya;

c) strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi
perusahaan, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap bidang/unit kegiatan;

d) kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan fleksibilitas dan
menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;

e) program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;

f)  matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan
yang menggambarkan arah perkembangan perusahaan secara rinci;

g) asumsi penyusunan proyeksi keuangan;

h) program investasi dan proyeksi sumber dana penggunaan dana investasi setiap

tahun selama 5 (lima) tahun;
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i) garis besar proyeksi angka keuangan jangka panjang Perusahaan, Anak
Perusahaan dan entitas afiliasi yang mengandung proyeksi rencana investasi
modal, proyeksi hasil kinerja laba rugi keuangan tahunan BUMN, proyeksi laporan
posisi keuangan, dan proyeksi arus kas;

j)  penjabaran inisiatif strategis dan matriks keterkaitan antara inisiatif strategis,
sasaran BUMN, dan Peta Jalan BUMN;

k) penjabaran aksi korporasi yang harus dilakukan untuk mencapai masing-masing
inisiatif strategis; dan

I)  hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

6) Penjabaran strategi risiko memuat penjelasan dan rincian tent hal p lam
strategi risiko Perusahaan dan batas toleransi risiko dalam meéQgap@ tujuan strategis
BUMN.

7) Penugasan pemerintah memuat penjelasan dan rinci entangs penugasan yang

diberikan pemerintah kepada Perusahaan jika @enugasan but bersifat jangka
panjang.
e. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pat¥inengenai RJPP yang disiapkan

Direksi sebelum ditandatangani Bersama

i. emberikan pengesahan dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka
RJPP ut diamg@ap sah untuk dilaksanakan.
j.  Perubl@han RJRP dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi terdapat:
endasar atas kondisi eksternal global, nasional, dan industri serta
ahan signifikan atas kondisi internal BUMN yang bersangkutan;
Perubahan kebijakan pengembangan perusahaan; dan/atau

enugasan dan/atau kebijakan pemerintah.

5.1.5 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
a. Direksi menetapkan dan menerapkan kebijakan Perusahaan mengenai prosedur dan
program kerja tentang penyusunan RKAP.
b. Direksi wajib menyiapkan RKAP sebagai penjabaran dari RJPP untuk setiap tahun buku
yang dilakukan melalui penetapan tim RKAP Gabungan Induk dan Anak Perusahaan.
c. Pemegang Saham menyampaikan secara tertulis kepada Direksi mengenai aspirasi
pemegang saham yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKAP.

d. RKAP yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
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1) rencana kerja perusahaan;

2) anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
3) proyeksi keuangan Perusahaan,;

4) program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan;

5) Manajemen Risiko;

6) penjabaran rencana strategis Tl Perusahaan; dan

7) hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

rencana kerja untuk melaksanakan penugasan khusus pemerintah.
f. Penyusunan RKAP Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada p

1) Spesifik (Orientasi Hasil)

2) Terukur (Measurable)

3) Optimis namun dapat dicapai (Aggressive b

4) Batasan waktu yang jelas (Time Bound)

5) Berbasis Risiko (Risk-Based)

g. Direksi wajib memperhatikan strategi k

kepada Dewan Komisaris

Pemegang Saham.

Kerja ggare sahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Rapat

Umu emegangy Saham, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

cana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Rapat Umum
Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun

garan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).

k. hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui
alam kurun waktu yang ditentukan, maka RKAP tahun sebelumnya diberlakukan.

Perubahan terhadap RKAP, dapat dilakukan dengan ketentuan :

1) Terdapat kondisi sebagai berikut:
a) Perubahan asumsi yang signifikan di luar kendali manajemen;
b) Terdapat tambahan rencana kerja sesuai kebutuhan Perusahaan;
c) Berdasarkan penugasan/kebijakan Pemegang Saham/Pemilik Modal; dan/atau
d) Penugasan/kebijakan Pemerintah.

2) Tata cara penetapan/pengesahan perubahan RKAP dilakukan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
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5.1.6 Kontrak Manajemen (KM)

a. Kontrak Manajemen memuat janji atau pernyataan calon anggota Direksi, yaitu apabila
diangkat/diangkat kembali menjadi anggota Direksi antara lain akan memenuhi segala
target yang ditetapkan oleh RUPS, termasuk KPI yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan
menerapkan GCG.

b. Direksi Perusahaan wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat

target KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual.

c. Selain ditandatangani oleh Direksi, Kontrak Manajemen Tahunan yang mem
Direksi secara kolegial ditandatangani juga oleh Dewan Komisaris dan

d. Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi sec

f. KPI merupakan salah satu alat ukur untuk menilai ki
dalam kontrak manajemen yang terdiri atas KPI Di
g. Perspektif yang digunakan dalam penyusunan
1) Nilai ekonomi dan sosial untuk Indongsia;
2) Inovasi model bisnis;
3) Kepemimpinan teknologi;
4) Peningkatan investasi; d

5) Pengembangan talent

a poin (h) dapat disesuaikan dengan perspektif KPI yang

yang miemuat tafget KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual.

5.1.7 Akunt laporan Keuangan
netapkan dan menerapkan kebijakan Perusahaan dan rencana kerja mengenai
erapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
euangan yang berlaku umum di Indonesia.
aporan Keuangan dalam pedoman ini adalah sesuai dengan pengertian laporan
keuangan yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (lAl), yaitu meliputi laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan
atas laporan keuangan.
Untuk selanjutnya kebijakan terkait akuntansi dan penyusunan laporan keuangan akan

ditetapkan secara tersendiri dan terperinci.
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5.1.8 Penunjukan Auditor Eksternal
a. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari
calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
b. Calon Auditor Eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Akuntan Publik
yang tergabung dalam kantor akuntan publik yang memenubhi kriteria sebagai berikut:
1) kantor akuntan publik telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar aktif pada

Otoritas Jasa Keuangan;

2) kantor akuntan publik terdaftar pada sistem informasi kantor akuntan pub

3) Akuntan Publik telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan terda
4) Akuntan Publik dan kantor akuntan publik tidak sedang dike

paling sedikit 100 (seratus) orang atau jumlah lainnya ses
pada masing-masing BUMN.
c. Tabulasi kantor akuntan publik secara tahunan b K atafdan informasi dari:

1) Kementerian Keuangan;

2) Otoritas Jasa Keuangan;
3) BPK;dan
4) sumber lain yang valid dan re n?
d. Sistem informasi manajemen& m.

e. Tabulasi kantor akuntan p digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pengadaan
an.

kantor akuntan publik

meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya.

misaris wajib menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan kantor
ntan publik dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk kantor akuntan
ub

i. antor akuntan publik harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang

tersebut.

berkepentingan di Perusahaan (stakeholders).

j. Perusahaan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang
diperlukan oleh kantor akuntan publik sehingga memungkinkan kantor akuntan publik
memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatazasan, dan kesesuaian laporan
keuangan Perusahaan dengan standar akuntansi keuangan.

k. Setelah kantor akuntan publik selesai menjalankan pekerjaannya, paling lambat 1 (satu)
bulan setelahnya, Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham

melalui sistem informasi Pemegang Saham beberapa informasi sebagai berikut:
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1) nama kantor akuntan publik dan partner yang menandatangani opini laporan keuangan
audit.

2) ruang lingkup pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik;

3) imbal jasa audit.

4) imbal jasa non-audit.

5) evaluasi pelaksanaan pekerjaan kantor akuntan publik termasuk evaluasi proses
pemilihan  kantor akuntan publik, evaluasi kecukupan ruang lingkup
pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik, dan evaluasi rekomendas;j cara
keseluruhan; dan

6) informasi lainnya.

I.  Seleksi Auditor Eksternal:

1) Seleksi Auditor Eksternal dilaksanakan melalui proses pelelan uai dengan

kebijakan Perseroan di bidang pengadaan barang dan jas
2) Komite Audit dapat dibantu oleh Internal Audit m
dikirim kepada calon Auditor Eksternal.

3) Untuk kebutuhan pemeriksaan atas lapors

4) Komite Audit menyampaikan ka
memuat justifikasi dan besar
kepada Pemegang Saha

5) Rapat Umum Pemegafig, Saha enetapkan Auditor Eksternal yang diusulkan oleh

Dewan Komisaris.
6) Auditor Eksternal y
kontrak/pepj@
7) Direksi da

pepf€riksaa

n Rapat Umum Pemegang Saham harus diikat dengan

muat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

sliS (special audit).

8) Kamite Audil memantau efektivitas pelaksanaan tugas dan me-review kinerja Auditor

Tanggung Jawab Auditor Eksternal
Melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan dan semua catatan akuntansi serta
ata penunjang lainnya untuk memastikan kepatuhan, kewajaran dan kesesuaian
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan memberikan opini atas laporan
keuangan
2) Menyampaikan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu laporan perkembangan/
kemajuan pelaksanaan audit termasuk informasi mengenai penyimpangan yang

signifikan kepada Internal Audit dan Komite Audit.
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5.1.9 Pengelolaan Keuangan
a. Pengelolaan keuangan Perusahaan harus berorientasi pada peningkatan Kkinerja
Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip:
1) Kemandirian;
2) Standar Kinerja;
3) Efektif;
4) Transparan;
5) Pengelolaan Perusahaan yang sehat.

b. Pengelolaan keuangan Perusahaan juga wajib menerapkan prinsip

satunya prinsip akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-un
c. Penyusunan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan me idfanggupg jawab
Direksi yang meliputi penerapan sistem akuntansi, sistem
serta sistem penghapusan barang dan piutang.
d. Dewan Komisaris memiliki kewajiban monitoring péhgelolaan ngan Perusahaan

dengan kewajiban melaksanakan rapat koordinasj is minimal 1 (satu) bulan

sekali.
e. Dewan Komisaris memberikan saran dan gelolaan keuangan Perusahaan
oleh Direksi.
f. Direksi dan Dewan Komisari nakan pengelolaan keuangan dan
pengawasannya sesuai de a Terintegrasi, ketentuan dan peraturan
perundang-undangan sert

g. Keuangan Perusahaa ola secara profesional, terbuka, dan berdasarkan prinsip

keuan n peratu@n perundang-undangan.

i. Perus@haan mehciptakan sistem pengendalian internal yang baik untuk terciptanya

angan yang optimal.

n keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan melalui

ksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (cost consciousness).

k. QPerUsahaan melakukan analisis atas segala kemungkinan risiko dan melakukan tindakan-
indakan yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang ada.

. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan program kerja dan melalui koordinasi
seluruh unit kerja/Anak Perusahaan dan entitas afiliasi untuk mensinergikan usulan
anggaran dengan menganut prinsip bottom-up dan top-down.

m. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan tugas (segregation
of duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan penyetoran
dana, serta otorisasi. Perusahaan juga memisahkan secara jelas perencanaan dan

pelaporan public service obligation dan misi Perusahaan.
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n. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran dan rencana
kerja.

o. Setiap unit kerja di Perusahaan dan entitas afiliasi mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan kepada pimpinan Perusahaan dan pimpinan unit kerja/Perusahaan dan entitas
afiliasi memonitor, mengevaluasi dan mengefektifkan realisasi anggaran yang telah
ditetapkan.

5.1.10 Investasi dan/atau Kerja Sama Usaha

a. Direksi menetapkan dan menerapkan kebijakan dan rencana kerja mengg
Pengelolaan investasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip seba
1) Dilakukan secara prudent:
a) Analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi ri isiko kredit,
risiko likuiditas, dan rencana penanggulangannya dalam hal peningkatan
risiko investasi; dan
b) Kajian yang memadai dan terdokumentasi daldgs menemp , mempertahankan,
dan melepaskan investasi.
2) Memperhatikan ketentuan dan batasan-b gitofofio sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh regulator (compliance,

@ dan strategi investasi yang telah ditetapkan.
i ditetapkan secara tersendiri dan terperinci pada

3) Berdasarkan kebijakan, rencana

Untuk selanjutnya kebijakan inve
peraturan Direksi.

b. Kerja Sama dilaksanakan anm erhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) Berdasarkan pad aransi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

kemanfaatan,

2) Untuk ja tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak
akukan Kerja Sama tanpa batas waktu, kecuali untuk Kerja Sama
perusahaan patungan (joint venture company);
3) an sinergi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan
iliasi BUMN dan/atau LPI, serta peningkatan peran serta usaha nasional melalui:
a) penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan
Terafiliasi BUMN atau LPI;
b) Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 BUMN, Perusahaan
Terafiliasi BUMN dan/atau LPI; atau
c) Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

4) Selain Organ Persero/Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses
dan pengambilan keputusan mengenai Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

5) Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama untuk kepentingan
perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak
lain.
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5.1.11 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan,
menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan Kkerja lainnya, tanpa
memperhatikan latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh
yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan.

b. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan

(pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaa dan
latar belakang kebudayaan seseorang.

c. Dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan Perusahaan serta€ncapa ang
berkenaan dengan pengembangan SDM, secara ringkas peran ahaap adalah

sebagai berikut:

1) Rekrutmen dan Proses Penerimaan Karyawan
Menetapkan pedoman umum rekrutmen, kebij@kan rekru serta melakukan
monitoring program rekrutmen dan mengeva scti rogfam secara berkala.

2) Evaluasi Jabatan dan Sistem Kepangkata

Menetapkan kebijakan terhadap kese

3) Remunerasi
Menetapkan aspek-aspek re an mehetapkan kenaikan gaji secara berkala
serta menetapkan kebija s dan tunjangan karyawan.

4) Lingkungan Kerja

ia atau Respectful Workplace Policy (RWP).

jemen Kinerja

Menentukan persentase terhadap aspek-aspek dalam menentukan penilaian kinerja
erta menentukan kebijakan umum terkait pembentukan komite pengelolaan kinerja.

) Manajemen Talenta
Mengelola aspek-aspek umum terhadap manajemen talenta serta menetapkan
kebijakan mengenai falent pool.

7) Pedoman pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan
Mengusulkan dan melakukan seleksi calon Direksi dan Dewan Komisaris serta
menetapkan Anak Perusahaan yang berpengaruh signifikan atau tidak.

8) Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama
Menetapkan kebijakan-kebijakan umum terkait hubungan industrial dan pemutusan

hubungan kerja serta aspek-aspek lainnya terkait hubungan industrial.
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9) Program Peningkatan Kapabilitas
Membuat program peningkatan kapabilitas untuk Insan Perusahaan, Anggota Direksi,
dan Dewan Komisaris agar terjadi pembaharuan informasi tentang perkembangan
terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan.
5.1.12 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
a. Direksi menetapkan dan menerapkan kebijakan Perusahaan mengenai kepatuhan

Perusahaan dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran

dengan aspek kepatuhan Perusahaan dalam menjalagkan ket peraturan
perundang-undangan. Untuk selanjutnya kebijakan kepat Pegisahaan  akan

ditetapkan secara tersendiri dan terperinci.

5.1.13 Kepatuhan Pihak Ketiga

a. Direksi menetapkan dan menerapkan

b. Penerapan kebijakan Peru

bertugas mengendali

nelaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala mengenai
haan dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen
t oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
5.1.14 lola Teknologi Informasi (TI)
ireksi menetapkan kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi (Tl) sebagai acuan
pemanfaatan dan pengembangan Tl Perusahaan.
b. Prinsip Tata Kelola TI Perusahaan mencakup :
1) Prinsip Manajemen, yang merupakan pedoman umum mengenai cara pengelolaan TI.
Prinsip ini menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan terkait Tata Kelola TI;
2) Prinsip Data dan Informasi, yang merupakan pedoman pengelolaan dan penjagaan data
serta informasi;
3) Prinsip Teknologi, yang merupakan pedoman pemanfaatan dan implementasi teknologi.

c. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola Tl secara periodik kepada
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Dewan Komisaris.

d. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Tata Kelola Tl di Perusahaan.

e. Pemanfaatan dan pengembangan Tl Perusahaan mengutamakan sinergi antar
Perusahaan yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada GCG.

f. Direksi menetapkan rencana strategis Tl yang dituangkan dalam dokumen Master Plan Tl
dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dan diselaraskan dengan RJPP
serta mendukung strategi juga tujuan Perusahaan.

g. Rencana Strategis Tl Perusahaan paling sedikit memuat:

1) peran Tl terhadap pengembangan bisnis termasuk transformasi digital;
2) organisasi Tl;

3) rencana pembiayaan TI; dan

4) peta jalan TI.

h. Dalam hal terdapat kondisi yang secara signifikan memengartlhi sasaran dan strategi Tl
Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Rencana tegis TI sedang berjalan,

Perusahaan dapat melakukan perubahan Renca

Perusahaan yang disampaikan ke

5.1.15 Pengadaan Barang dan Jasa
a. Pengadaan Barang dan Ja alam up Perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip:
1) Efisien, berarti P

hasil yang optimal dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana

rang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan
| mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada
2)

Jadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah

n memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran

titif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang

dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di

ntara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

4) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan
Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil
evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta
Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;

5) Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia
Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;

6) Terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia

Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
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7) Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan
8) Pengadaan Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri,
rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha
kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
b. Direksi wajib membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan

Barang dan Jasa.

Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (buk
penerapan GCG.

e. Perusahaan dapat melakukan Pengadaan Barang j a panjang antara lain

untuk kepentingan:

1) Pekerjaan yang penyelesaiannya lebi s) bulan atau lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran;

2) Pekerjaan yang memberikan bila dikontrakkan untuk jangka waktu

ing lama 3 (tiga) tahun anggaran;

3)

4) sedia di awal tahun.

siko paling sedikit meliputi:
Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris;

bijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan strategi

pan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

)

c. 4)Perusahaan mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.

istem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Perusahaan melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait
dengan Manajemen Risiko dan memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah
beroperasi secara independen.

e. Direksi wajib mengintegrasikan asesmen risiko dan mitigasinya dalam setiap proses bisnis
di Perusahaan dan dalam setiap pengambilan keputusan terkait rencana investasi dan/atau
rencana kerja sama usaha dan/atau rencana aksi korporasi lainnya di IAS Group.

f. Direksi wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sesuai standar yang digunakan

Perusahaan dan dituangkan dalam Pedoman Umum Manajemen Risiko yang ditetapkan
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oleh Perusahaan dengan penerapan Manajemen Risiko Anak Perusahaan dan entitas
afiliasi (Manajemen Risiko terintegrasi).

g. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program Manajemen Risiko korporasi secara
terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

h. Pelaksanaan program Manajemen Risiko dapat dilakukan, dengan:
1) membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
2) memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi

manajemen risiko.

i. Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan Manajemen Risiko. ya ali:
1) laporan penerapan Manajemen Risiko;
2) laporan Audit Intern; dan
3) laporan Tata Kelola Terintegrasi.

5.1.17 Pengelolaan Aset Tetap

a. Direksi harus menyusun daftar Aset Tetap yan tau tidak optimal

pemanfaatannya disertai dengan penjelasan meng isi, status kepemilikan,

c. Direksi wajib memberikan

pengalihan Aset Teta

d. etujuan atau penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga
ermohonan dari Direksi.
e. inggapan tertulis Dewan Komisaris, Direksi mengajukan
an kepada RUPS dan mendapatkan persetujuan atau tanggapan
t-lambaffiya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi.
f. jawab atas pelaksanaan penghapusbukuan dan/atau

anganan Aset Tetap, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur
an dari pihak lain.
g. UPS dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Anggaran
asar Perusahaan, memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atau penolakan
hanya terhadap usul penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan Aset Tetap yang
disampaikan oleh Direksi.
h. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusbukuan dan/atau
pemindahtanganan kepada RUPS atau Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan
pemberian persetujuan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya

pelaksanaan penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan.
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5.1.18 Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)
Perusahaan waijib menyelenggarakan Whistleblowing System (“WBS”).
Dalam menyelenggarakan WBS, Perusahaan memiliki pedoman pengaduan pelanggaran
yang dapat digunakan untuk mendorong diadukannya perilaku yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu
pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pengadu yang beritikad baik.

c. WBS merupakan sistem penanganan pengaduan menyangkut karyawan Perusahaan

bersangkutan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota direksj aan
atau anggota dewan komisaris Perusahaan.

d. Direktur utama Perusahaan bertanggungjawab terhadap penyeleng@ara ada
masing-masing BUMN yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari olehgpengelola

WBS Perusahaan.

e. Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau gota Mewan Komisaris

maka pengelola WBS Perusahaan wajib meneru penga tersebut kepada
pengelola WBS Pemegang Saham.
f. Perusahaan yang klasifikasi risikonya tergdlong sist@mik¥ A, pengelolaan WBS di

g. laporan pelaksanaan penanganan
pinaf'tinggi madya yang menyelenggarakan
dik setiap semester, paling lambat 1 (satu)

h an Sistem Penanganan Pengaduan atau Whistleblowing

ngelolaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran di

i wujud komitmen penegakan GCG.

) Pengarsipan.

6) Sosialisasi dan Evaluasi.

k. Atas dugaan pelaporan yang telah disampaikan, Perusahaan menindaklanjuti melalui:

1) Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (whistleblower) dan
mengidentifikasikan bukti awal yang cukup terjadinya pelanggaran ditindaklanjuti melalui
audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu.

2) Pelaksanaan audit investigasi dan audit dengan tujuan tertentu.

3) Rekomendasi atas hasil penanganan pelaporan dugaan pelanggaran.
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I.  Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor dugaan pelanggaran yang beritikad
baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan dalam penyelenggaraan
Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS).
5.1.19 Pengendalian Gratifikasi
Dalam melaksanakan tugas kepengurusan Perusahaan, wajib menerapkan kebijakan yang
berkenaan dengan sistem pengendalian gratifikasi, secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan,
yang selaras dengan penerapan tata kelola terintegrasi Perusahaan di tingkat Holding di bidang
keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen. Untuk selanjutnya mekanism alian

gratifikasi akan ditetapkan secara tersendiri dan terperinci.

5.1.20 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dalam rangka bentuk dukungan dan komitmen kepada Pemerintalh Republi esia dalam

rangka percepatan pemberantasan korupsi, maka agar terciptanya t i publik sebagai

kontrol dalam mekanisme untuk menilai kejujuran dan inte s penyel ara negara, dalam
hal ini Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dew, ) pejabat tertentu BUMN
yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan arta” kekayaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan seg iliki dal melaksanakan kebijakan dan

Perusahaan di bidang keuangan dan i SQ&€Erta konsultasi manajemen dalam pengelolaan

terhadap kepatuhan penyampaian nya dalam berkoordinasi dengan Komisi

Pemberantasan  Korupsi (KP ehub n dengan pengelolaan dan administrasi dan

penyampaian LHKPN ters selanjutnya mekanisme penyampaian LHKPN akan

ditetapkan secara tersendiri

s dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga perlu dilakukan upaya

dan penanganan terhadap adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan

insan Perusahaan. Bentuk Benturan Kepentingan adalah situasi yang menyebabkan

an Perusahaan melakukan hal-hal berikut:

1) Menerima  gratifikasi atau  pemberian/penerimaan hadiah  atas suatu
keputusan/ jabatannya;

2) Menggunakan aset Perusahaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi/ golongan;

3) Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;

4) Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang
seharusnya;

5) Dalam proses pelaksanaan kegiatan usaha tidak mengikuti prosedur karena adanya

pengaruh dan harapan dari pihak pengguna barang/jasa Perusahaan;
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6) Menyalahgunakan jabatan;
7) Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
8) Bekerja di luar pekerjaan pokoknya (moonlighting atau outside employment).
b. Apabila terjadi adanya Benturan Kepentingan, setiap insan Perusahaan harus:
1) Mengungkapkan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan yang dialami/diketahui;
2) Tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
c. Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai

Benturan Kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan

pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, sela
yang sah.
d. Direksi wajib membuat suatu pedoman penanganan Benturan Ke ingan bagi Direksi,

Dewan Komisaris dan insan Perusahaan.

e. Direksi Perusahaan agar melakukan evaluasi terhadap situasi/ ubungan afiliasi

yang menimbulkan Benturan Kepentingan deng penyele raan pengurusan
Perusahaan, mulai dari tingkatan korporat, direkt a i defigan pelaksanaan tugas
pokok Karyawan.
5.1.22 Sistem Penilaian Kinerja
a. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusa

1) Tingkat kesehatan Perusahdan ai menggunakan Peringkat (rating) yang

didasarkan pada Pemerin

2) Peringkat (rating) untu
Korporasi (corpor. 1 ng terdiri atas:
a) Peringkat B and alone rating); dan

ting).

3) ilai ¢ atan Perusahaan wajib dilaksanakan dengan indikator penilaian

4) eringkaf@n yang dilakukan untuk Penilaian Tingkat Kesehatan dilaksanakan 1

am 1 (satu) tahun berdasarkan kinerja laporan keuangan audit konsolidasi

buku yang bersangkutan.

Perusahaan waijib menerapkan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan dan entitas

filiasi sesuai dengan bidang usaha Perusahaan dan entitas afiliasi yang
bersangkutan.

b. Indikator Pencapaian Kinerja/Key Performance Indicators (KPI)

1) Direksi dan Dewan Komisaris menyusun KPl yang memuat target-target sebagai
indikator pengukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2) Penyusunan KPI Direksi dan Dewan Komisaris bertujuan untuk:

a) Memastikan pencapaian sasaran strategis Perusahaan;

b) Meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja Perusahaan;
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c) Memastikan Perusahaan beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang
ditetapkan sebelumnya;
d) Mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi Perusahaan;
e) Mengakselerasi pertumbuhan kinerja Perusahaan; dan
f) Menilai kinerja Direksi Perusahaan secara adil.
3) Target-target dalam KPI Direksi tersebut sekurang-kurangnya sejalan dengan target-
target dalam RKAP yang disahkan.

4) KPI Dewan Komisaris tersebut disusun berdasarkan rencana kerja Dew; isaris
dalam RKAP yang disahkan.

5) Pelaksanaan penyusunan, muatan materi, dan proses penetaggan KPI, an
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan ag Dasar
Perusahaan.

6) Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dilaporkan dalam ran begkala dan laporan
tahunan.

7) Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara

8) Perubahan terhadap KPI hanya dap
perubahan RKAP.
5.1.23 Pelaporan

a. Direksi wajib menyusun lapor;

agian dari laporan manajemen/laporan Perusahaan.

RUPS melaksanakan tanggung jawab terhadap pelaporan

e. Laporap triwulaflian ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian
ada RUPS. Sementara laporan tahunan unaudited dan laporan tahunan
itandatangani oleh seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Komisaris
disampaikan kepada pemegang saham.
f. aporan tahunan audited memenuhi ketentuan umum penyajian laporan tahunan, berupa:
) Disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa inggris secara berdampingan dan harus
memuat informasi yang sama;
2) Dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas;
3) Mencantumkan identitas (nama) perusahaan dengan jelas di halaman depan, di
samping dan di halaman belakang dan di setiap halaman; dan
4) Disajikan dalam website perusahaan.
g. Penyampaian laporan dilaksanakan secara tepat waktu, berupa:

1) Laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
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2)

3)

4)
5)

6)

h. Laporan triwulanan memuat informasi-informasi penting, paling sedikj

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

9)

Laporan triwulanan internal audit paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya
triwulanan;

Laporan triwulanan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulanan yang
bersangkutan;

Laporan tahunan (unaudited) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir;
Laporan tahunan (annual report) dan/atau laporan keberlanjutan paling lambat 5 (lima)
bulan setelah tahun buku berakhir; dan

Laporan insidentil dan laporan lainnya sebagaimana mengacu pada k dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan triwulanan;
Laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan sgrta realisagi ma triwulan
yang bersangkutan, termasuk sumber daya manusia;
Rincian masalah yang timbul selama triwulan yan@, bersang yang memengaruhi
kegiatan perusahaan;

Analisis keuangan dan non-keuangan;

Laporan pencapaian KPI;

Laporan manajemen risiko;

n lingkungan;

uditor dan keputusan RUPS.

masi-informasi penting, paling sedikit memuat:

buku, termaSuk sumber daya manusia;

alah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan

Analisis keuangan dan non-keuangan;

aporan pencapaian KPI;

Laporan manajemen risiko;

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
Laporan penggunaan tambahan PMN, jika ada;

Pelaksanaan proyek strategis nasional atau penugasan lain, jika ada;

10) Laporan penyelenggaraan TlI;
11) Evaluasi RJPP; dan

12) Tindak lanjut terhadap temuan auditor dan keputusan RUPS tahun lalu.
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j.  Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua
anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham selambat-
lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
k. Laporan Lainnya
1) Dewan Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham dengan segera tentang
terjadinya gejala menurunnya kinerja Perusahaan secara signifikan.

2) Direksi membuat laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP yang meliputi
laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.

3) Selain laporan berkala, Direksi sewaktu-waktu dapat memberikan Yap sus
kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan/atau RUPS.

4) Dalam hal Perusahaan mendapatkan penambahan Penyertaarif@odé! Negara (PMN),
Direksi menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan pada RUPS
yang merupakan bagian dari laporan manajemen berkala tahupan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Laporan realisasi penggunaan tambahan PM an dalam setiap periode

tahun buku kepada RUPS sampai de PMN seluruhnya selesai
digunakan.

6) Laporan realisasi penggunaan targ s disertai dengan surat pernyataan

tanggung jawab yang ditand@ta Direktur Utama dan Direktur yang
membidangi keuangan.

7) Laporan realisasi pengdinaan t ahan PMN ditandatangani oleh Direktur Utama dan

paikan kepada RUPS.

Komisaris Utama

dan pengelolaan Risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi,
analisis, menilai dan mengelola resiko usaha relevan;

Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses
pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam
struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi,
verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan
terhadap aset Perusahaan.

4) Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai
kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan perundang-

undangan.

Pedoman Halaman - 70
Edisi 01 Revisi 00 Tanggal Efektif : 15 Agustus 2025



8 TATA KELOLA TERINTEGRASI
Gapura

AIRPORT SERVICES

5) Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal
termasuk fungsi Internal Audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi
Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa
penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan
kepada Komite Audit.

c.  Audit dilakukan oleh Internal Audit yang dimiliki oleh Perusahaan dan Auditor Eksternal.

Auditor Eksternal melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan dapat

melakukan audit khusus (special assignment) berdasarkan penugasan wan

Komisaris dan/atau Direksi.

d. Unit/satuan kerja yang diaudit (auditee) bertanggung jawab u men juti
rekomendasi atas hasil audit.

e. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi_pengawa ern secara

periodik kepada Dewan Komisaris. V

5.1.25 Etika Berusaha dan Anti Korupsi V
a. Perusahaan wajib membuat suatu pedoman tefitang perfaku dan etika (code of conduct),

b.
C.
ng jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai
etika (code of conduct).
d n secara efektif pedoman tentang perilaku dan etika (code of

Komisaris dan seluruh karyawan.

dalam pelaksanaan etika perusahaan dan anti korupsi diantaranya

han terhadap Penerapan GCG;
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
arangan Gratifikasi; dan
) Whistle Blowing System (WBS).
5.1.26 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

a. Perusahaan menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan mengawasi
secara berkelanjutan, serta meningkatkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, termasuk
proses dan interaksinya yang diperlukan, sesuai dengan Persyaratan

b. Sistem Manajemen Anti Penyuapan dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi

risiko dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti risiko penyuapan.
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c. Sistem Manajemen Anti Penyuapan harus wajar dan proporsional dengan
mempertimbangkan lingkup penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dilaksanakan pada proses bisnis di seluruh
unit kerja Perusahaan yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi tentang pembentukan tim
Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

5.1.27 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Perusahaan wajib melaksanakan Program TJSL dengan memenuhi ketentuan yang diatur.
Program TJSL Perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

1) terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisni e iki

keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2) terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan p
3) terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan goemberika
menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pe gku pentingan dan
perusahaan; dan

4) akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawa S gagifienjauhkan dari potensi

penyalahgunaan dan penyimpangan.

c. Direksi menetapkan dan menjalankan prog yang terkait dengan tanggung

d.
e.
f.
g.
pe i ngan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
5.1.28 , Kesehatan dan Lingkungan Kerja

usahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya

ecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perusahaan selalu mengusahakan

gar Insan Perusahaan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud

tersebut, Perusahaan akan selalu memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta

fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berkenaan
dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Perusahaan berkomitmen untuk mencapai standar yang tinggi dalam keselamatan,

kesehatan, dan lingkungan kerja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh

Insan Perusahaan.

c. Dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan serta lingkungan kerja, Perusahaan akan:
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1) Membangun sistem manajemen keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja dengan
partisipasi dari seluruh Insan Perusahaan.

2) Mematuhi semua peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan, kesehatan
dan lingkungan kerja.

3) Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat serta mencegah
terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

4) Memupuk pemahaman yang baik bagi seluruh Insan Perusahaan mengenai masalah-

masalah keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja.
5) Menyelenggarakan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan k&
Perusahaan.
6) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi Ins sahaan.

7) Menetapkan sasaran, melakukan penilaian dan evagluasi kin selamatan,

kesehatan dan lingkungan kerja.
8) Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berb@gai aspek berkaitan dengan

kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerjg

[

5.1.29 Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan a

a. RUPS dan/atau Dewan Komisaris sesuai deaga

dahtanganan yang disampaikan oleh Direksi.

aflgannya berdasarkan anggaran

dasar, memberikan pertimbangan da

rsetujuan atau penolakan hanya terhadap
usulan Penghapusbukuan dan/at
), dilarang ikut campur dalam proses dan

pengambilan keputusan

dengan memperhatik peraturan perundang-undangan.
c. Direksi s pelaksanaan  Penghabusbukuan dan/atau
Pemindahtang jamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan

dari pihak lain.

ghapusbukuan karena kondisi tertentu baik yang diberikan oleh

maupun RUPS yaitu:

rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (fotal lost);

iaya Pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari
Pemindahtanganan;

5) dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi Aktiva Tetap yang lain, yang
anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS melalui pengesahan RKAP;

6) dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang
telah direncanakan dalam RKAP;

7) dibongkar untuk dibangun kembali sehubungan dengan adanya program pemerintah;

dan/atau
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8) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, Aktiva Tetap tersebut tidak lagi dimiliki atau dikuasai oleh
Perusahaan.

e. Dalam hal pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan Aktiva Tetap
terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris, berlaku ketentuan sebagai
berikut:

1) Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai dengan:

a) kajian hukum atas Aktiva Tetap yang dimohonkan Penghapusbukua

b) kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang
Perusahaan);
c) penjelasan mengenai alasan Penghapusbukuan dan/atau

d) rencana investasi pengganti/pembangunan kembali atas Akti yang akan

dibongkar dimana anggarannya telah ditetapkan dala KAP
RUPS;

e) dokumen pendukung berupa bukti

ng disahkan oleh

erita acara (apabila

hilang/musnah) serta data lain berup asi, jenis, spesifikasi, nilai

perolehan, nilai buku, tahun pergleh Aktiva Tetap dan foto kondisi
terakhir; dan

f) cara Pemindahtangana [ kan (khusus untuk pelaksanaan
Pemindahtanganan).

2) Dewan Komisaris mem

hari setelah menegj
3) elum dapat memberikan persetujuan tertulis karena

rmasi lain, Dewan Komisaris harus menyampaikan secara

4)

au memperoleh data atau informasi lain yang dibutuhkan.
| tata cara Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan Aktiva Tetap terlebih
ulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris:
erbeda dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan, maka ketentuan anggaran
dasar perusahaan yang berlaku; atau
2) belum diatur dalam anggaran dasar perusahaan, maka tata cara sebagaimana
dimaksud pada butir e yang berlaku.
g. Dalam hal pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan dilakukan dengan
terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai
dengan:

a) kajian hukum atas Aktiva Tetap yang dimohonkan Penghapusbukuannya;
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b) kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh
perusahaan);

c) penjelasan mengenai alasan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan,;

d) dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acara (apabila
hilang/musnah) serta data lain berupa lokasi/peta lokasi, jenis, spesifikasi, nilai
perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi Aktiva Tetap dan foto kondisi
terakhir; dan

e) cara Pemindahtanganan yang diusulkan (khusus untuk naan
Pemindahtanganan).

2) Dewan Komisaris memberikan tanggapan tertulis paling lambat 3Q4ftiga pul ang
ditujukan kepada Direksi setelah menerima permohonan dari Dif@ksis

3) dalam hal Dewan Komisaris belum dapat memberikan tangga ulis karena

memerlukan data atau informasi lain, maka Dewan Komis harus gpenyampaikan hal
dimaksud secara tertulis kepada Direksi dalam
pada poin 2);

4) apabila terjadi keadaan sebagaimana dim

5) dalam hal Dewan Komisaris {i

6) setelah memperole tertulis Dewan Komisaris atau apabila terjadi keadaan

sebagaimaiia da poin 5), Direksi mengajukan permohonan kepada RUPS

a) dlis Dewan Komisaris atau penjelasan mengenai tidak adanya
tangga tertulis Dewan Komisaris;
kum atas Aktiva Tetap yang dimohonkan Penghapusbukuannya;
jian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh
Perusahaan);
) penjelasan mengenai alasan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan;

e) dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acara (apabila hilang/musnah)
serta data lain berupa lokasi/peta lokasi, jenis, spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku,
tahun perolehan, kondisi aktiva. Tetap, penetapan mengenai Rencana Umum Tata
Ruang/Rencana Wilayah dan foto kondisi terakhir; dan

f) cara Pemindahtanganan (khusus untuk pelaksanaan Pemindahtanganan).

7) RUPS sudah harus memberikan persetujuan atau tanggapan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi Perusahaan;
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8) dalam hal belum dapat memberikan persetujuan atau tanggapan karena memerlukan
data atau informasi lain, maka hal tersebut RUPS menyampaikan hal dimaksud secara
tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada poin 7); dan

9) apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 8), RUPS harus memberikan
persetujuan atau penolakan kepada Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
menerima atau memperoleh data atau informasi lain yang dibutuhkan;

Dalam hal pelaksanaan Penghapusbukuan dan/atau Pemindahtanganan dilakukan dengan

terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS:

1) berbeda dengan ketentuan anggaran dasar, maka ketentuan

perusahaan yang berlaku; atau
2) belum diatur dalam anggaran dasar perusahaan, maka t sebagaimana
dimaksud pada huruf g yang berlaku.
Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan P8@ghapushukuan dan/atau
aris ses

Pemindahtanganan kepada RUPS atau Dewan Ko ngan kewenangan

pemberian persetujuan, dalam waktu paling laga@e an setelah selesainya

1) RUPS; atau
2) Dewan Komisaris sesuai

n sete asa berlaku persetujuan berakhir atau pembatalan

rencana Penghapusbukuafgan/atau Pemindahtanganan.

5.1.30 Tambahan Penyertaan ra (PMN)

Tambahan P
a) memperb
b) ingkatka

TamBahan PMN kepada Perusahaan digunakan dalam rangka:

ngan tujuan untuk:

permodalan Perusahaan; dan/atau

pasitas usaha Perusahaan.

a an penugasan pemerintah kepada Perusahaan;
kukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan Perusahaan; dan/atau

melakukan pengembangan usaha Perusahaan.
Direksi hanya dapat mengajukan pengusulan tambahan PMN dalam rangka melakukan
restrukturisasi  dan/atau  penyelamatan Perusahaan, dan/atau melakukan
pengembangan usaha Perusahaan kepada Pemegang Saham untuk diusulkan kepada
Menteri Keuangan. Pengusulan tambahan PMN harus disertai dengan kajian Direksi
dan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
a. Pengusulan tambahan PMN yang digunakan untuk:

a) melaksanakan penugasan pemerintah oleh Menteri Teknis kepada Perusahaan,

diajukan oleh Menteri Teknis kepada Menteri Keuangan;
b) melaksanakan penugasan pemerintah sebagaimana oleh Presiden kepada

Perusahaan, dapat diajukan oleh:
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i. Menteri dan/atau Menteri Teknis kepada Menteri Keuangan; atau
ii. Menteri Keuangan kepada Presiden.

c) melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan Perusahaan diajukan oleh
Menteri kepada Menteri Keuangan; dan

d) melakukan pengembangan usaha Perusahaan diajukan oleh Menteri kepada
Menteri Keuangan.

b. Direksi hanya dapat mengajukan pengusulan tambahan PMN dalam rangka

melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan Perusahaan
melakukan pengembangan usaha Perusahaan kepada Pemegan
selanjutnya diajukan kepada Menteri Teknis untuk diusulk

Keuangan.

d. Direksi Perusahaan wajib menyampaikan lapor

PMN kepada RUPS/pemegang saham negaig

f. Laporan realisasi pengguna IN ditandatangani oleh Direktur Utama

an kepada RUPS.

g. Direksi dapat mengaj
RUPS dengan di i K@jian. Usulan perubahan penggunaan tambahan PMN
harus disertai de an tertulis dari Dewan Komisaris.

enuhi ketentuan mengenai tambahan PMN dalam

Peratura@ MenterilBBUMN menjadi bagian dari: KPI Direksi; dan bahan evaluasi

4] Dewan Komisaris.

5.2 PENGELO N HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
5.2.1 Kebija

takeholders diarahkan pada kepentingan bisnis Perusahaan dengan

atikan tanggung jawab sosial Perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan

lingklingan serta memperhatikan Skala prioritas dan saling menghargai (mutual respect)
gga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara:

a. Dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) dan kepuasan
pelanggan;

b. Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggung jawab sosial Perusahaan,
kondisi kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan aspek sosial
kemasyarakatan;

c. Dimensilingkungan yang mengarahkan Perusahaan untuk memperhatikan aspek kelestarian

dan keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit operasi/lapangan usaha;
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d. Pengelolaan Stakeholders didasarkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.
5.2.2 Asas Pemangku Kepentingan

Asas Pemangku Kepentingan, adalah:

a. Komunikatif, yaitu pesan yang disampaikan tepat sasaran, relevan serta dapat diterima dan
dipahami secara optimal, efektif, dan efisien.

b. Harmonis, yaitu tercipta hubungan saling menghargai, mendukung, sinergis, dan saling
menguntungkan antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan.

c. Etis, yaitu menuntut insan Perusahaan melaksanakan tugas sesuai dengan ode
etik yang ditetapkan.

d. Kemitraan, yaitu terbinanya hubungan kerja yang baik dan setara erugghaan dan
Pemangku Kepentingan.

e. Profesional, yaitu menuntut insan Perusahaan mengutama keahlian, keterampilan,
pengalaman, dan konsisten terhadap penugasan.

f. Transparan, yaitu Perusahaan wajib menyediakapgi an@aktual, faktual dan tidak

diskriminatif.
g. Akuntabel, yaitu menentukan setiap kegi
dapat dipertanggungjawabkan.
h. Partisipatif, yaitu peran serta aktif emangku Kepentingan dalam menjalin
hubungan yang saling mengu
5.2.3 Hak dan Partisipasi Stakeh&lders

a. Hak stakeholder secar

undangan, perjanjian k, atal’ karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial

§ dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain
informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat
i mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika;
menciptakan kondisi yang memungkinkan Stakeholders berpartisipasi dalam
taati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholders
sahaan menghormati dan menjaga hubungan baik dengan Stakeholders sesuai peraturan
perundang-undangan.
Perusahaan melakukan pemetaan Stakeholders dalam mewujudkan komitmen GCG di
antaranya:
a. Pemerintah
Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan GCG dalam setiap proses bisnis sebagai

wujud dukungan atas program Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
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b. Pelanggan (Customer)
Perusahaan berupaya penuh dalam mewujudkan pengalaman dan kepuasan bagi
customer/pengguna jasa melalui berbagai produk, atraksi serta jasa aviasi dan pariwisata
melalui monitoring secara berkala.

c.  Suplier / Kontraktor
Perusahaan berupaya dalam mewujudkan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai

dengan GCG sebagai bentuk kepatuhan dalam bekerja sama secara profesional, adil dan

bertanggung jawab.

d. Lembaga Keuangan
Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan hubungan kerja saffia yan dan
berkesinambungan dalam program pengembangan bisnis dan i tagf sesual dengan

peraturan perundang-undangan.
e. Karyawan
an sumb

Perusahaan menerapkan sistem manajemen pengel ya manusia sesuai

peraturan perundang-undangan guna mendukupgmp

f. Media
Perusahaan menyadari kebutuhan 3 oleh publik yang cepat, tepat dan
kredibel melalui kerja sama BUka dan berkesinambungan dengan
Press/Media.

g. Mitra Bisnis
Perusahaan berupa men hubungan yang harmonis dan Kkolaboratif dalam
perencanaan keberlanj¥an dan pengembangan inovasi sesuai dengan peraturan
perundang-ung

h.  Komunitas
Perusal¥aan berk@mitg#€n dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat lingkungan sekitar
mauplin yang BErpengaruh dalam proses operasional bisnis melalui program Tanggung

n Lingkungan.

5.2.5 erjasama dengan Mitra
sahaan melakukan kerja sama dengan stakeholder dengan memperhatikan ketentuan
bagai berikut:
berdasarkan pada asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
kemanfaatan, dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2) untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan
melakukan Kerja Sama tanpa batas waktu, kecuali untuk Kerja Sama dalam bentuk
perusahaan patungan (joint venture company);

3) mengutamakan sinergi dengan Anggota Holding serta peningkatan peran melalui usaha

nasional melalui:
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a) penunjukan langsung kepada Perusahaan, Anak Perusahaan maupun Lembaga
Pengelola Investasi (LPI);
b) Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) Perusahaan,
Anak Perusahaan maupun LPI;
c) pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
b. Setiap Kerja Sama dituangkan dalam perjanjian antara Perusahaan dengan Mitra.
c. Untuk selanjutnya kebijakan terkait Kerjasama dengan mitra akan ditetapkan secara
tersendiri dan terperinci.
5.2.6 Keterbukaan dan Pengungkapan Informasi
a. Akses Informasi
1) Perusahaan wajib menyediakan Informasi Publik yang aku ar, n tidak
menyesatkan.
2) Perusahaan membuat Pusat Informasi Publik sebagai upay tuk yediakan akses

bagi publik untuk mendapatkan layanan informasi aan.

3) Pemegang Saham berhak memperoleh infg engenai Perusahaan
secara tepat waktu, terukur dan teratur.

4) Dewan Komisaris dan Direksi memag

Perusahaan yang diperlukan ; Kan tugasnya.

5) Dalam rangka pemenuh eterbukaan informasi publik, Direksi wajib

ditandatangani ole gota Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Kerahasiaan Informasi
1) Informasi rg an informasi yang bersifat rahasia berdasarkan undang-
undang, ke an kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang
suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan setelah
n dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi
ang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
i disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar
dan/atau peraturan perusahaan, Auditor Eksternal, auditor internal, dan komite audit,
erta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu
melaksanakan tugasnya.
3) Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga
kerahasiaan informasi Perusahaan.
4) Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan
perusahaan, harus dirahasiakan oleh seluruh insan Perusahaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
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5.2.7 Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Stakeholders
a. Perusahaan waijib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
dengan memenuhi peraturan perundang-undangan.
b. Program TJSL bertujuan untuk:
1) Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial,
pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan,;
2) Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dengan prinsip yang
terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel,
3) Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri se akat
sekitar Perusahaan.

c. Program TJSL dilaksanakan berdasarkan pilar utama:

1) Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia_ yang ber! secara adil
dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh
2) Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam i ang berkelanjutan

sebagai penyangga seluruh kehidupan,;
3) Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan itas melalui keberlanjutan

peluang kerja dan usaha, inovasi, indu struktur memadai, energi bersih

ian hukum dan tata kelola yang efektif,

ptuk menciptakan stabilitas keamanan dan

f. DireksiWinelakukadfl evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Perusahaan untuk mengukur
n manfaat baik kepada Perusahaan maupun kepada lingkungan.
misaris Perusahaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program
h. ®ireksi membentuk komite atau unit kerja TJSL Perusahaan untuk melakukan pemetaan
n penyusunan program TJSL. Komite atau unit kerja TJSL bertujuan untuk:
1) Melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk
pelaksanaan program TJSL;
2) Pemetaan dan penyusunan program TJSL; dan
3) Membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

program TJSL.
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BAB VI - PENGUKURAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam
bentuk:

a. penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola di

Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola di Perusahaan yang

dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun; dan

b. evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pe
penerapan Tata Kelola di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikut
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terha n dan
tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

2. Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ay hului dengan

tindakan sosialisasi Tata Kelola pada Perusahaan yang bersangkutan.

3. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai essor) ipdependen yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengag gadaan barang dan jasa
masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dap: bantuan Direksi dalam proses
penunjukannya.

4. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien dilakukan dengan menggunakan jasa
Instansi Pemerintah yang berkompeten ata Kelola, yang penunjukannya dilakukan oleh

assessment), yang pelaksan
a. Asesor Internal yang - melalui surat Keputusan Direksi
b. Penilai independsg ghggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang
Tata Kelola
6. Pelaksanaan fPenilaiangdan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang
g Saham.
akukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi
berkompeten di bidang Tata Kelola, maka penilai independen atau Instansi

ang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.

datangani perjanjian/kesepakatan kerja dengan Direksi BUMN yang bersangkutan yang
paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya
pelaksanaan.

9. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan
penyampaian laporan tahunan.

10. Atas hasil pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola, Perusahaan melakukan pemenuhan tindak
lanjut atas Areas of Improvements (AOI) yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengukuran

Penerapan Tata Kelola.
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11. Proses pengelolaan pemenuhan tindak lanjut areas of improvements sebagaimana dimaksud pada
poin 8 dikoordinasikan oleh unit yang membidangi Corporate Governance yang memuat tahapan
kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Formulir Pemenuhan Rekomendasi Hasil GCG.

b. Penyampaian Formulir Pemenuhan Rekomendasi Hasil GCG kepada organ Perusahaan yaitu
Dewan Komisaris, Direksi dan unit-unit kerja lainnya yang relevan dengan areas of
improvements.

Pengisian Formulir Pemenuhan Rekomendasi Hasil GCG.

Rekapitulasi Hasil Formulir Pemenuhan Rekomendasi Hasil GCG.

C.
d.
e. Penyusunan Laporan Pemenuhan Tindak Lanjut Areas of lmproveme@ G.

v/
\V
S

&
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BAB VIl - BUDAYA DAN CHANGE MANAGEMENT PENERAPAN
TATA KELOLA

7.1 ATESTASI DAN/SERTIFIKASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Perusahaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan penerapan sistem manajemen yang

berkaitan dengan Tata Kelola Terintegrasi sesuai standar nasional dan/atau standar lainnya.

2. Atestasi dilakukan oleh pihak internal dan eksternal untuk memastikan bah
menjalankan praktik tata kelola terintegrasi yang sesuai dengan standar
dilaksanakan secara berkala.

3. Atestasi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk transparansi,
hukum, dan manajemen risiko.

4. Atestasi dalam Tata Kelola Terintegrasi melibatkan pemeriksaan adap @okumen-dokumen
perusahaan, wawancara dengan manajemen, dan evalu m kontrol internal.

5. Hasil atestasi dapat digunakan oleh manajemen peg

7.2 PROGRAM PENINGKATA

1. Perusahaan merencana

PABILITAS

sanakan program peningkatan kapabilitas untuk Direksi,
Dewan Komisaris, das Perusahaan dalam meningkatkan kualifikasi yang dibutuhkan
dalam menjalan -masing.

2. Program penj abilitas dapat berupa keikutsertaan dalam sertifikasi dan pelatihan

p, dan keterampilan bagi pihak-pihak yang mengikutinya.
da Organ Pengelola Risiko Perusahaan, wajib memenuhi kualifikasi yang terdiri

a\ Bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Direktur yang Membidangi Pengelolaan
Risiko, Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan, dan Komite Tata Kelola
Terintegrasi terdiri dari sertifikasi dan pelatihan yang dipenuhi saat menjabat sesuai
dengan minimum jam pelaksanaan program pengembangan kapabilitas pada regulasi
yang berlaku.

b. Bagi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko, yang berasal dari luar
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terdiri dari:

1) sertifikasi yang dipenuhi sebelum menjabat; dan
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2) pelatihan dan sertifikasi yang dipenuhi saat menjabat sesuai dengan minimum jam
pelaksanaan program pengembangan kapabilitas pada regulasi yang berlaku.;
c. Bagi Internal audit, terdiri dari:
1) sertifikasi, integritas, dan sikap yang dipenuhi sebelum menjabat; dan
2) pelatihan dan sertifikasi yang dipenuhi saat menjabat sesuai dengan minimum jam
pelaksanaan program pengembangan kapabilitas pada regulasi yang berlaku.
5. Perusahaan melaksanakan pemantauan terhadap realisasi dan efektivitas dari program

peningkatan kapabilitas.

6. Perusahaan mendokumentasikan dan melakukan evaluasi atas progra
peningkatan kapabilitas agar terjadi transparasi dan akuntabilitas pada ksanaga gram,
serta evaluasi dan peningkatan untuk pelaksanaan program pegi tan Jkapabilitas

selanjutnya.
7.3 CHANGE IMPACT ASSESSMENT

1. Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, Change |

ct Asses

ent yang merupakan

sebuah alat untuk mengidentifikasi adanya per, inggi dalam organisasi,

keterampilan/pengetahuan, budaya, proses, danfpersyaraf@n sistem dan bagaimana setiap
perubahan diharapkan berdampak pada pemafgku kepentingan utama menjadi
penting untuk dilakukan.

2. Change Impact Assessment dilaku sa elakukan aksi korporasi atau kegiatan lain yang

berdampak masif kepada Perusdfa

3. Change Impact Assessmen

diatasi melalui adanya

4.
pengumpulan data-data seperti proses bisnis, teknologi, budaya, dan
rusahaan.
5.C e Impact Assessment dapat membantu mengelola perubahan dengan lebih efekiif,

ngurangi risiko, dan memastikan keberhasilan implementasi perubahan dalam jangka
njang.
6. Change Impact Assessment dilakukan melalui tahapan:

a. ldentifikasi Pemangku Kepentingan, yaitu mengidentifikasi semua pemangku kepentingan
yang terpengaruh oleh perubahan dalam tata kelola perusahaan, termasuk pemegang
saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat.

b. Analisis Risiko, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap risiko-risiko yang terkait
dengan perubahan dalam tata kelola perusahaan, baik risiko finansial, reputasi,

kepatuhan, maupun operasional.
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c. Evaluasi Dampak, yaitu mengevaluasi dampak perubahan tersebut terhadap berbagai
aspek tata kelola perusahaan, termasuk struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan
budaya perusahaan.

d. Penilaian Kesiapan Organisasi, yaitu menilai kesiapan organisasi dalam menghadapi
perubahan tersebut, termasuk kesiapan dari segi keterampilan dan pengetahuan
karyawan, sistem informasi, dan infrastruktur teknologi.

e. Pengembangan Strategi Mitigasi, yaitu mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai
untuk mengurangi risiko dan dampak negatif perubahan, termasuk p ngan
pelatihan, komunikasi, dan perubahan kebijakan.

f. Komunikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, vyaitu giengko ikan
perubahan kepada semua pemangku kepentingan secara trans an mberikan
kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proseg perubah

g. Pemantauan dan Evaluasi, yaitu memonitor implementasi dan melakukan

evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi mitigasi yang diterapkan, serta
melakukan penyesuaian jika diperlukan.

7. Detail terkait pelaksanaan Change Impact Assegs digtur ®alam pedoman Perusahaan

lanjutan mengenai Manajemen Perubahan. E
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BAB VIl - TEKNOLOGI PENDUKUNG TATA KELOLA PERUSAHAAN

8.1 GOVERNANCE RISK COMPLIANCE (GRC) TERINTEGRASI DAN
DASHBOARD

1. GRC Terintegrasi dan Dashboard merupakan alat bantu untuk memberikan informasi yang

lengkap tentang manajemen tata kelola, risiko, kepatuhan yang ada serta proses persetujuan

dokumen kepada pemangku kepentingan dengan mudah dan efisien perlu dii
dalam menunjang implementasi Tata Kelola Terintegrasi.

2. GRC Terintegrasi dan Dashboard bertujuan untuk mengoptimalkan prose
dan monitoring terhadap seluruh komponen GRC secara mudahs
perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko gon kepat
informasi dengan lebih efektif.

3. Manfaat dari penerapan GRC Terintegrasi dan Dashboard

a. Sinergi dan Keselarasan Strategis

Memastikan semua entitas dalam IAS Group [BeroperaSi seCara sinergis, sesuai dengan
strategi dan tujuan, mengurangi konflik da menciptakan lingkungan kontrol
yang agile dan scalable.

b. Manajemen Risiko & Kepatuhan

memudahkan identifikasi,

terhadap regulasi yan

gambilan keputusan dengan menyediakan data terpadu dan analitik yang
eningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap
ubahan lingkungan eksternal.
e. W ransparansi dan Pembangunan Kultur
eningkatkan visibilitas operasional bisnis dan risiko serta memperkuat akuntabilitas di
seluruh entitas, sambil mendukung pengembangan kultur risiko dan kepatuhan yang kuat.

4. Dukungan dari GRC Terintegrasi dan Dashboard tercermin pada:

a. Implementasi Tata Kelola Terintegrasi.

b. Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Terintegrasi;

c. Manajemen Proses Bisnis;
d. Organisasi Risiko;
e

Strategi Risiko;

Pedoman Halaman — 87
Edisi 01 Revisi 00 Tanggal Efektif : 15 Agustus 2025



8 TATA KELOLA TERINTEGRASI
Gapura

AIRPORT SERVICES

Manajemen Risiko Operasional;

Pemantauan dan Pelaporan Pengelolaan Risiko;

> e =

Kepatuhan Hukum;
i. Kepatuhan Tata Kelola Terintegrasi; dan
j- Penasihat Risiko dan Penasihat Tata Kelola.
5. Dalam mewujudkan implementasi GRC Terintegrasi dan Dashboard, manajemen atau
pemangku kepentingan terkait berperan untuk:
a. Membangun sistem GRC Terintegrasi dan Dashboard yang mendukun

dalam mencapai tujuannya.

b. Memastikan adanya koordinasi serta mendukung alokasi sumber d untuk atan
kapabilitas pada sistem GRC dan Dashboard agar meningka ektivitas kinerja
Perusahaan.

c. Memantau penerapan GRC Terintegrasi dan Dashboard benfyk” monitoring dan

evaluasi berkala.

d. Berpartisipasi dalam proses pengembangan te dan Dashboard serta

Terintegrasi wajib dievaluasi dan
kala untuk memastikan kesesuaiannya

praktik terbaik, serta ketentuan peraturan

signifikan dalam peratur g-undangan, standar regulasi, atau kebijakan internal
perusahaan yangyberda ngsung terhadap substansi Penerapan GRC Terintegrasi.
dokume ng disa pBleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Setiap d@kumen halus dimutakhirkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya sekali dalam 3

en sistem mutu lainnya dapat direvisi, atas dasar usulan dari unit kerja

sil audit. Apabila disepakati, revisi dilakukan, kemudian dokumen diberi nomor
i baru beserta tanggal revisi. Revisi dapat dilakukan sampai revisi 10, setelah itu dokumen
us Witerbit-ulang dan kembali ke revisi 00 dengan tambahan keterangan tahun terbit
umen tersebut, namun tetap menuliskan setiap perubahan isi dokumen yang dicantumkan

kedalam form “Catatan Perubahan Dokumen”.
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8.2 REGULATORY & CORPORATE COMPLIANCE SYSTEM

1. Regulatory & corporate compliance system merupakan sebuah sistem terintegrasi untuk
memantau ketaatan suatu organisasi atau individu terhadap peraturan, standar, dan hukum
yang berlaku perlu diimplementasikan dalam menunjang implementasi Tata Kelola
Terintegrasi.

2. Tujuan dari regulatory & corporate compliance system adalah memudahkan perusahaan untuk
mengukur tingkat kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi
terkait.

3. Beberapa manfaat dari regulatory & corporate compliance system adalah,m& ksi
hukum, melindungi reputasi Perusahaan, dan melindungi data dan priv

4. Komponen utama dalam regulatory & corporate compliance system rus diperhatikan
Perusahaan agar dapat berdampak pada perkembangan bjsnis anta i hukum dan
peraturan perundang-undangan, standar industri perusahaan, ke an ingernal, transparansi

pelaporan, dan manajemen risiko.

5. Laporan-laporan atas Program Kepatuhan pada reg

harus dibuat dengan memperhatikan hal-hal beri

a. Efisien, berarti pelaporan harus diusahaia dapatkan hasil yang optimal dan
terbaik dalam waktu yang cepat d enggunakan dana, daya, fasilitas seminimal
mungkin;

b. Efekiif, yaitu laporan dibua i kapi data-data yang dipersyaratkan sehingga

tujuan dari pelaporan te

Perusahaan;

apat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
enyampaian laporan melalui requlatory & corporate compliance system ini dibuat
jbangun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
mastikan bahwa proses pembuatan dan penyampaian laporan dilaksanakan dengan
mengikuti kebijakan dan prosedur Perusahaan serta tidak bertentangan dengan ketentuan
Perusahaan lainnya yang lebih tinggi;
b. Mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Perusahaan
sepanjang kualitas dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
c. Mengutamakan sinergi dengan fungsi lain dan/atau Perusahaan sepanjang kerjasama
dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
7. Dalam menjaga konsistensi penerapan regulatory & corporate compliance system sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemangku kepentingan terkait dapat

melakukan beberapa usaha seperti:
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a. Menetapkan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen kepatuhan sesuai dengan visi,
misi, dan tujuan Perusahaan yang dilaporkan secara berkala.

b. Melakukan pendataan dan pembaharuan regulasi yang baru dan/atau diubah untuk
memastikan kepatuhan ditaati secara berkelanjutan.

c. Mengidentifikasi dan menganalisis regulasi yang diperlukan dalam pengelolaan
manajemen kepatuhan.

d. Mengevaluasi risiko kepatuhan perusahaan berdasarkan penilaian risiko kepatuhan untuk
dilaporkan secara berkala.

e. Mendokumentasikan penilaian risiko kepatuhan serta mengambil d Uhtuk

mengatasi kekurangan dan meningkatkan kepatuhannya.
8.3 TEKNOLOGI WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Perusahaan menerapkan WBS atau Whistle Blowing Syste kanal atau

mekanisme pengaduan untuk menyampaikan laporan dugaan ada tan atau tindakan

Perusahaan.
2. Tujuan dari system WBS adalah membantu mendeg cegah, dan mengatasi berbagai
masalah internal yang berpotensi merugi serta membantu menciptakan
lingkungan kerja yang transparan, inte akuntabel, serta mempromosikan nilai-nilai
etika dalam perusahaan.

3. Beberapa unsur pengaduan dal i i antara lain:

n dari Insan Perusahaan, yaitu:

iase, penilaian terhadap laporan awal pelanggaran dengan tujuan untuk menentukan

kategorisasi, pengambilan Tindakan awal, penentuan prioritas dan penugasan untuk
penanganan lebih lanjut

b. Investigasi, proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi dalam menetapkan

fakta dan mengevaluasinya secara obyektif terkait laporan yang disampaikan. Investigasi

dapat dilakukan secara internal maupun eksternal lewat keterlibatan lembaga yang terkait.

c. Audit, proses yang sistematis dan independen dalam memperoleh bukti dan

mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi

dalam permasalahan tersebut.
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BAB IX - IMPLEMENTASI PEDOMAN

1.  Perusahaan berkomitmen melakukan tahapan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi atas
penerapan pedoman tata kelola secara berkesinambungan.

2. Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada pihak internal maupun eksternal.
Sosialisasi terhadap pihak internal yang dimaksud pada poin 2. dititikberatkan pada adanya
pemahaman, timbulnya kesadaran, dan kebutuhan untuk menerapkan pedoman tata kelola secara

konsisten.

4. Sosialisasi kepada pihak eksternal yang dimaksud pada poin 2. ditujukan unt
pemahaman tentang cara kerja sesuai pedoman tata kelola yang berlaku di Pepgsah@

5. Implementasi pedoman tata kelola akan terus dilaksanakan secara konsigfén d itmen
penuh dari seluruh manajemen Perusahaan dan Anggota Holding serta gandari seluruh
pemangku kepentingan lainnya.

6. Implementasitersebut tercermin dalam pelaporan megenai implementa d n Tata Kelola dari
masing-masing unit kerja secara berkala. Perusahaan mengRQaruskan sefuruh karyawan untuk

mematuhi Pedoman Tata Kelola tersebut.

7. Perusahaan berkomitmen melakukan evaluasi terhgfap penef@pan pedoman tata kelola yang

ditujukan untuk mengetahui dan mengukur ke

@ i yang telah dilaksanakan.

8. Berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan pun@€ngembangan pedoman tata kelola dan program

Perusahaan serta efektivitas dari program i

implementasinya akan terus dilakuka@’se berkeSinambungan.
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